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ABSTRAK 

ANALISIS IMPLEMENT AS! SOSIALISASI 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

DAN IMPLIKASINY A Dl RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN 
PANGKALAN BUN 

Mulyati 
mulyatirssi@gmail.com 

Program Pasca Satjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Sosialisasi Program 
Jarninan Kesebatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu kebijakan publik, 
mengingat program JKN merupakan prioritas pemerintah, dan telah ditetapkan 
target Unversal Coverage kepesertaan JKN pada tahun 2019. lmplementasi 
sosialisasi program JKN yang kurang memadai dapat menimbulkan harnbatan 
dalarn pelayanan sebagai implikasi dari pelaksanaan sosialisasi JKN yang 
dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pemberian 
informasi yang di!akukan oleh pihak Rumah Sakit kepada peserta JKN. Penelitian 
ini menggunakan teori implementasi kebijakan model George C. Edward ill, 
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu Komunikas~ 
Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptifkualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi 
dan wawancara kepada para informan yang telah ditentukan menurut kebutuhan 
serta kepentingan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BPJS 
Kesebatan Kabupaten sudah melaksanakan pemberian informasi kepada peserta 
JKN yang merupakan salah satu tugas BPJS Kesehatan sesuai dengan UU nomor 
24 tahun 2011 tentang BPJS, narnun mekanisme dan frekuensi sosialisasi masih 
kurang baik kepada peserta JKN maupun kepada petugas layanan kesehatan di 
rumah sakit 

Kata Kunci: lmplementasi, Sosialisas~ Jarninan Kesehatan Nasional (JKN) dan 
lmplikasi 
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ABSTRACT 

THE ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION 
OF NATIONAL HEALTH ASSURANCE PROGRAM (JKN) 

SOCIALIZATION AND THE IMPLICATIONS 
TOSULTANIMANUDDINHOSPITALATPANGKALANBUN 

Mulyati 
mulyatirssi@gmail.com 

Graduate program 
Indonesian Open University 

The study was aimed at analyzing the implementation of National Health 
Assurance Program (JKN) socialization which is one of the government public 
policies by considering the JKN program as one of the government priorities, and 
was targeted to Universal Coverage of JKN membership in 2019. The lack of 
socialization program of JKN could create barriers in the services as the 
implications of JKN socialization conducted by BP JS office (National Agency of 
Social and Health Assurance) of West Kotawaringin Regency, andin the provision 
of information by the hospital managers to the JKN participants. The research 
conducted implemented the theozy of policy implementation proposed by George 
C. Edward ill that policy implementation is influenced by 4 fuctors, namely 
Communications, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The 
research was conducted by descriptive qualitative approach in which the data was 
collected through observation and interview for the informants were determined 
according to the needs and research purposes. The result of the research showed 
that BPJS office of West Kotawaringin Regency has already provided and 
delivered adequate information to JKN participants as one of BP JS managers' 
duties in accordance with the Act No. 24 of 2011 on BP JS program; however, the 
mechanism and the frequency of the socialization activities were still not adequate 
to JKN participants or to the health care workers at the hospital. 

Keywords: Implementation, Socialization, National Health Assurance Program 
(JKN) and It's Implications 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin Pangkalan 

Bun. 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin 

Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 17 Pangkalan 

Bun wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. 

Rumah Sakit dengan kelas B dan terakreditasi Paripurna. 

Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan 

Bun seluas 13.333,70 m2, terdiri di atas lahan seluas 53.426,87 m2, berada di 

tengah-tengah kota yang sangat mudah diakses masyarakat serta memiliki 

kemudahan jalur transportasi karena dihubungkan beberapa jalan utama di 

dalam kota Pangkalan Bun serta memiliki ruas jalan yang langsung bisa 

menuju seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat, 

termasuk kemudahan akses dari tiga kabupaten yang ada di sekitarnya yaitu 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara serta Kabupaten Seruyan. 

Karena posisinya yang strategis dan kemudahan akses tersebut maka 

Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah ditetapkan sebagai 

Pusat Rujukan Regional berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan 

Tengah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Rujukan Pelayanan Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah yang melayani 

rujukan dari beberapa rumah sak:it satelit klibupaten (Seruyan, Lamandau, 
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Sukamara, sebagian wilayah Kalimantan Barat), dan puskesmas sekitarnya; 

serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Propinsi dan 

Rumah Sakit Rujukan Regional. 

Mengacu pada Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan 

teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hams tetap mampu 

meningkatkan pelayanan yang Iebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat 

agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka rumah sakit 

telah menetapkan visi dan misi sbb: 

a. Visi 

Visi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yaitu Rumah Sakit 

Mandiri dengan Pelayanan Prima. 

b. Misi 

1) Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip 

sosial ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing; 

2) Meningkatkan kualitas sumberdaya rumah sakit yang profesional, 

produktif dan berkomitmen sesuai dengan perkembangan ilmu 

kedokteran/kesehatan; 

3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan 

masyarakat secara cepat, tepat, nyanmn dan terj angkau dengan dilandasi 

etika profesi; 
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4) Mewujudkan pelayanan yang proaktif dan perluasan jangkauan 

pelayanan kepada rnasyarakat 

c. Tujuan: 

Tujuan RSUD Sultan Irnanuddin Pangkalan Bun adalah : 

1) Mengernbangkan pusat sistern informasi dan rnanajernen rurnah sakit; 

2) Mengernbangkan sistern rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh 

seluruh lapisan rnasyarakat; 

3) Meningkatkan efisien rnanajernen rurnah sakit; 

4) Meningkatkan pengetahuan karyawan rnelalui pendidikan dan 

pelatihan; 

5) Meningkatkan kinerja karyawan rnelalui audit dan evaluasi; 

6) Meningkatkan kepuasan pelanggan (customer) internal dan ekstemal; 

7) Meningkatkanjenis layanan rnelalui pusat unggulan; 

8) Meningkatkan layanan baru non tradisional. 

d. Sasaran: 

Adapun sasaran RSUD Sultan Irnanuddin Pangkalan Bun adalah : 

I) Tersedianya sistem informasi dan manajernen rurnah sakit yang 

lengkap, cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

2) Meningkatnya jumlah rujukan pasien ke RSUD Sultan Irnanuddin dari 

sarana kesehatan lain baik dari dalam rnaupun luar wilayah dan 

menurunnya jumlah pasien yang dirujuk ke rurnah sakit lain; 

3) Terlaksananya efisiensi pengelolaan rumah sakit melalui pengendalian 

biaya (cost containment); 
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4) Meningkatnya karyawan rumah sakit yang mengikuti tugas belajar dan 

izin belajar; 

5) Meningkatnya karyawan rumah sakit yang mengikuti pelatihan; 

6) Dilaksanakannya kegiatan audit medis dan evaluasi kinerja karyawan; 

7) Tersedianya dokumen standar pelayanan; 

8) Tersedianya teknologi kedokteran dan obat-obatan di rumah sakit; 

9) Dilakukan pengembangan layanan lama; 

I 0) Dilakukannya optimalisasi pelayanan; 

11) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana; 

12) Meningkatnya kepuasan pelanggan ekstemal dan internal; 

13) Tersedianya pusat unggulan trauma, stroke, penyakit jantung, ginjal, 

malaria tumbuh kembang anak dan mata; 

14) Tersedianya layanan baru. 

e. Unit I lnsta1asi Pelaksana Fungsional 

1) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat: 24 jam 

2) Pelayanan Rawat Jalan : 

a) Klinik Kebidanan dan Kandungan; 

b) Klinik Kesehatan Anak; 

c) Klinik Penyakit Dalam; 

d) Klinik Bedah; 

e) Klinik Mata; 

t) Klinik Syaraf; 

g) · Klinik THT; 

h) Klinik Umum; 
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i) Klinik Psikologi; 

j) Klinik Gizi; 

k) Klinik Rehabilitasi Medik; 

I) Klinik VCT; 

m)Klinik KIA-KB; 

n) Klinik Imunisasi; 

o) Klinik Jiwa; 

p) Klinik Kulit dan Kelamin; 

q) Klinik Tumbuh Kembang Balita; 

r) Unit Elektro Kardiografi; 

s) Pojok Laktasi; 

t) Medical Check Up; 

u) Pojok DOTs; 

v) Unit Hemodialisis; 

w)Klinik Orthopedi. 

3) Pelayanan Rawat Inap : 

a) Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan; 

b) Ruang Perawatan Anak; 

c) Ruang Perawatan VIP; 

d) Ruang Perawatan Bedah; 

e) Ruang Perawatan Perinatologi; 
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f) Ruang Perawatan Penyakit Dalam (Penyakit dalam Pria dan Penyakit 

dalam Wanita); 

g) Ruang Perawatan ICUIICCU; 
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h) Ruang Perawatan Keluarga Miskin /Kelas III. 

4) Pelayanan Penunjang Medis : 

a) Bedah sentral : 24 jam; 

b) Anestesi dan Reanimasi : 24 jam; 

c) Laboratorium Patologi Klinik: 24 jam; 

d) Radiodiagnostik; 

e) Rekam Medis : pelayanan dokumen rekam medis, resume medis, 

visum et repertum; 

f) Farmasi : 24 jam dengan pelayanan obat generik sesuai formularium; 

g) Gizi : 24 jam, pelayanan makan pasien dan konsultasi gizi; 

h) Gas Medis : 24 jam. 

5) Pelayanan Penunjang Non Medis : 

a) Laundri; 

b) Pemulasaraan Jenazah : 24 jam; 

c) Ambulans : 24 jam, dengan pelayanan mobil jenazah dan 

ambulans 118; 

d) Perpustakaan konvensional; 

e) Elektromedik; 

f) Sentra Administrasi dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 

(SIMRS) : 24 jam. 

g) Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) : melalui leaflet, brosur, 

poster, ban.Tier, TV internal dan penyuluhan langsung. 
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f. Struktur Organisasi RSUD : 

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun adalah unsur 

pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai pendukung Pemerintah Daerah 

Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati me!alui Sekretaris 

Daerah, membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Bidang, 

3 (tiga) Kepala Subbagian, 6 (enam) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan 

Fungsional: Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, dan 

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). Secara rinci sebagai berikut : 

1) Direktur 

2) Bagian Tata Usaha, terdiri atas : 

a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; 

b) Subbagian Keuangan; dan 

c) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program 

3) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas : 

a) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan 

b) Seksi Logistik dan Perbekalan 

4) Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas : 

a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan 

b) Seksi Pelayanan Rawat Inap 

5) Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri atas : 

a) Seksi Penunjang Pelayanan Medik; dan 

b) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik 
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Kelompok Jabatan Fungsional: Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite 

Keperawatan, dan Satuan Perneriksaan Internal (SPD. 

g. Data Layanan di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

No 

l. 

2. 

3. 

Tabel 4.1. Jurnlah Pasien RSUD Sultan Irnanudin Pangkalan Bun 

Tahun2016 

Uraian Jumlah (orang) % 

Jenis Kelamin : 

a Laki-Laki 51.442 51,29% 

b. Perernpuan 48.855 48,71% 

Jenis Kunjungan : 

a. PasienBaru 21.376 21,31% 

b. Pasien Lama 78.921 78,69% 

Cara Membayar : 

a. Urnurn 41.079 40,9% 

b. BPJS Kesehatan 49.014 48,8% 

c. Perusahaan 10.201 10,17 % 

d. Jarnkesda/Kobar Sehat 3 0,003% 

Sumber: Profil RSUD Sf 2016 

Berdasarkan tabe1 tersebut diatas diketahui bahwa pengguna layanan 

terbanyak adalah pasien BPJS Kesehatan (peserta JKN), 49.014 orang (48,8%) 

dari total kunjungan pasien rurnah sakit sebanyak I 00.297 orang. Hal ini 

rnenggarnbarkan bahwa pasien dari peserta JKN cukup banyak yang 

rnernanfaatkan pelayanan rujukan ke RSUD Sultan Irnanuddin Pangkalan Bun, 

dan setiap tahunnya akan rneningkat sejalan dengan target universal coverage 
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kepesertaan JKN pada tahun 2019. Dengan demikian implementasi sosialisasi 

terhadap pasien peserta JKN per lu dilakukan secara benar, sehingga peserta JKN 

mempunyai pemahaman yang memadai terhadap kepesertaan dan pelayanan kesehatan 

yang akan diperolehnya. 

Tabel 4.2. : Jumlah Pasien RSUD Sultan hnanuddin Pangkalan Bun 

Menurut Instalasi Tahun 2013 s.d 2016 

Instalasiffahun 2013 2014 2015 2016 

Rawat Darurat 14.637 12.214 15.621 16.100 

RawatJalan 56.693 61.833 65.553 68.414 

Rawatlnap 13.464 14.973 15.907 15.783 

Jumlah 84.794 89.020 97.081 100.297 

Sumber : Profit RSUD Sf 2016 

Pada Tahun 2016 peningkatan jumlah pasien di RSUD Sultan hnanuddin 

sebanyak 3,31% dibandingkan tahun 2015. Menurut instalasi yang mendapatkan 

pelayanan kesebatan pasien paling banyak berasal dari kunjungan rawat jalan 

sebanyak 68.414 orang dan yang paling sedikit pasien yang mendapatkan 

pelayanan rawat inap sebanyak 15.783 orang. Terlihat pada tabel tersebut adanya 

kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD 

termasuk kunjungan pasien JKN. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2013 Rumah 

sakit Sultan hnanuddin Pangkalan Bun telah ditetapkan sebagai rumah sakit 

rujukan regional wilayah barat di Propinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan 

jumlah kunjungan tersebut berakibat pada beban keija pegawai menjadi 

meningkat, terlebih apabila implementasi sosialisasi terhadap pasien peserta JKN 

belum dilakukan secara benar, sehingga peserta JKN masih belum mempunyai 
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pemahaman yang memadai terhadap kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang akan 

diperolehnya, akan menjadi beban tambahan bagi petugas rumah sakit. 

N 
o. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tabel4.3. Data Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Per-Kelas dan Ruang 
Perawatan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

Tahun2016 

Kelas Perawatan 

Nama 
Ruangan 

Utama Utama 
Tanpa Jumlah 

VIP Pavili Ruang I II III Isolasi 
Kelas 

un an 

Ulin (VIP) 8 - - - - - - - 8 

Ram in - 8 - - - - - - 8 

Bengkirai - 2 4 6 19 5 2 38 
(Obsgyn) -

Perinatologi - - - - - - 24 - Z4 

Meranti 
6 10 14 

(Bedah) - - - - 2 3Z 

Lanan (Anak) - - 2 4 10 20 - 2 38 

Sindur (Peny. - 2 4 10 14 1 31 
Dalam Pria) - -

Akasia (Peny. 
Da1am - - 1 6 10 12 - 1 30 
Wan ita) 

ICU/ICCU - - - - - - 11 - 11 

8 8 7 24 46 79 40 8 220 
JUMLAH 

4% 4% 3% 11% 2lo/o 36% 18% 4°/o 100% 

Sumber : Projil RSUD Sf 2016 

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa ternpat tidur pasien RSUD yang 

tersebar di 9 ruang perawatan, yang dibagi berdasarkan kelas perawatan 

be;jumlah 220 buah tempat tidur. Alokasi terbanyak di kelas perawatan III, 79 

buah (36%) dan yang paling sedikit di kelas perawatan 'Utarna ruangan', 7 buah 

(3%). Sesuai Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi & Perizinan 
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Rumah Sakit, tempat tidur kelas III minimal sebesar 30% dan untuk ruang intensif 

minimal sebesar 5%, dengan demikianjumlah tempat tidur RSUD sesuai standar. 

Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Sultan Imanuddin telah memiliki relevansi 

atas ketersediaan tempat tidur bagi peserta JKN khususnya yang menggunakan 

kelas III. 

Tingkat keberhasilan atau gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah 

sakit dapat dinilai dari berbagai segi, yaitu (1) Tingkat Pemanfaatan sarana 

pelayanan; (2) Mutu Pelayanan; (3) Tingkat Efisiensi Pelayanan. Untuk 

mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisieusi pelayanan rmnah sakit, 

diperlukan berbagai indikator. Selain itu agar informasi yang ada dapat bermakna 

harus ada nilai parameter yang akan dipakai sebagai nilai banding antara fakta 

dengan standar yang diinginkan. Indikator yang dipakai untuk menilai suatu 

rmnah sakit, yang paling sering dipergunakan di antaranya adalah : 

a. Bed Occupancy Rate (BOR); 

b. Average Length of Stay (Av LOS); 

c. Bed Turn Over (BTO); 

d. Turn Over Interval (TO!); 

e. Net Death Rate (NDR); 

f. Gross Death Rate (GDR). 

Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada 

satu satuan waktu tertentu, standar ideal : 60-85%. Tahun 2016 sebesar 77,27%, 

hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat pemanfaatan tempat tidur pasien, 

denganjumlah pasien rawat inap sebanyak 15.783 orang. 

43358.pdf



110 

Average Length of Stay (AvLOS), yaitu rata-rata lama perawatan 

seseorang, standar ideal : 6 - 9 hari. Tahun 2016 sebesar 3,52 hari, rata-rata 

lama perawatan pasien waktunya lebih singkat dikarenakan jumlah tempat tidur 

pasien terbatas dibandingkan dengan banyaknya jumlah pasien yang dirawat inap. 

Bed Turn Over (BTO), yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu 

tahun. Idealnya selama satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai : 40-50 kali. 

Tahun 2016 sebesar 80,29 kali, hal ini dikarenakan meningkatnya pasien rawat 

inap. 

Turn Over Internal (TOI), yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati 

dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong 1-3 hari. 

Tahun 2016 sebesar 1,04 hari. 

Net Death Rate (NDR), yaitu angka kematian 2: 48 jam setelah dirawat 

untuk tiap-tiap 1000 orang penderita keluar, angka yang masih dapat dito1erir 

adalah kurang dari 25 per 1000. Tahun 2016 sebesar 23,39 permil (2,33%), 

artinya angka kematian bersih di rumah sakit berkategori baik karena terletak 

dalam range angka ideal. 

Gross Death Rate (GDR), yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 

penderita keluar, nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita 

keluar. Tahun 2016 sebesar 35,02 permil (3,5%) berkategori cukup baik karena 

terletak dalam range angka ideal, hal ini dikarenakan antara lain karena semakin 

baiknya mutu pelayanan di RSUD Sultan ImanuddinPangkalan Bun. 

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa secara kualitas kinelja 

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 

rujukan bagi peserta JKN yang telah bekeijasama dengan BPJS Kesehatan 
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memiliki kinerja yang relatif baik. Sehingga pibak rumah sakit senantiasa 

berupaya untuk meningk:atkan kualitas layanan termasuk kepada peserta JKN. 

Tabel4.4. Indikator Mutu Pelayanan Rurilah Sakit 

RSUD Sultan Imanuddin Pangk:alan Bun Tahun 2012-2016. 

Tahunl AvLOS TOI BTO GDR 

Indikator 
BOR(%) 

(hari) (hari) (%) (kali) 

2012 46,03 2,47 2,90 68,03 2,75 

2013 52,53 2,72 2,46 70,50 2,50 

2014 72,66 3,49 1,3 I 75,94 3,15 

2015 77,00 3,54 1,06 79,34 3,48 

2016 77,27 3,52 1,04 80,29 3,50 

Sumber: Profll RSUD SI 2016 

NDR 
(%) 

0,99 

1,05 

1,65 

1,44 

2,33 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 Bed Occupancy 

Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur sebesar 77,27% sesuai 

dengan standar (60-85%), Average Length of Stay (Av LOS) adalah rata-rata lama 

perawatan seseorang yaitu 3,52 hari, angk:a tersebut di bawah standar ideal (6-9 

hari), Turn Over Internal (TOI) yaitu rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari 

saat terisi ke terisi berikutnya, sebesar 1,04 hari, sesuai standar ideal (1-3 Hari). 

Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi rata-rata pemakaian tempat tidur dalam satu 

tahun sebesar 80,29 kali, melebihi dari standar ( 40-50 kali), hal ini dikarenakan 

meningkatnya jumlah pasien rawat inap. Net Death Rate (NDR) dan Gross Death 

Rate (GDR), masih sesuai standar. 
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Tabel4.5. Indikator Mutu Pelayanan Rurnah Sakit Berdasarkan 

Kelas Ruang Perawatan Tahun 2016. 

Indikator 

Kelas 
Perawatan BOR AvLOS TOI BTO NDR 

(%) (hari) (hari) (kali) (%) 

Penyakit Dalam Wanita 
71,35 4,12 1,27 82,29 23,91 

(Akasia) 

Penyakit Dalam Pria 
60,09 3,92 2,00 73,11 32,83 

(Sindur) 

Kebidanan (Bengkirai) 46,50 2,29 1,57 124,97 0,71 

ICU/ICCU 40,71 3,04 3,81 57,00 164,91 

Anak (Lanan) 26,72 2,90 5,40 49,69 4,47 

Bedah (Meranti) 50,89 2,75 1,70 105,77 6,40 

Perinatologi 22,27 2,84 7,56 37,63 9,97 

VIP 61,10 3,93 1,87 76,13 17,24 

Total Presentase 46,08 3,12 2,58 76,47 14,91 

Sumber : Projil RSUD Sf 2016 
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GDR 
(%) 

48,22 

73,08 

1,88 

378,95 

8,38 

14,03 

25,91 

19,70 

31,55 

Berdasarkan tabel di atas BOR tertinggi pada ruang perawatan penyakit 

dalam wanita (Akasia) 71,35%, diikuti ruang perawatan VIP 61,10% dan ruang 

perawatan penyakit dalam pria (Sindur) 60,09%, sedangkan yang terendah pada 

ruang perawatan Perinatologi 22,27%. Av LOS, rata-rata lama perawatan pasien 

yang terlama ada di ruang perawatan penyakit dalam wanita (Akasia) 4,12 hari 

dan 1ania perawatan terpendek di ruang kebidanan 2,29 hari. TOI, rata-rata tempat 

tidur tidak ditempati yang terlama di ruang perawatan anak (lanan) yaitu 5,4 hari, 

sedangkan yang terpendck di ruang pcrawatan penyakit dalam wanita (Akasia) 

1,27 hari. BTO, frekuensi pemakaian tern pat tidur terbanyak di ruang kebidanan 
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124,97 kali, sedangkan yang paling sedikit di ruang perawatan perinatologi 37,63 

kali. Angka NDR dan GDR tertinggi di ruang perawatan ICUIICCU sebesar 

164,91% dan 378,95%, dan yang terendah di ruang perawatan kebidanan yaitu 

NDR0,71%danGDR 1,88%. 

4. Jumlah Tenaga 

Tenaga RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Tahun 2016 

keseluruhan berjumlah 504 orang. Apabila dikelompokkan berdasarkan status 

tenaga, dengan rincian sbb : PNS, 318 orang (63,10%); Kontrak, 180 orang 

(35,71 %); Tenaga Kerja Sukarela/Mitra, 6 orang (1,19%). 

I 

I 
Grafik 4.1. 

Ketenagaan RSUD Sultan Imanuddin 
Berdasarkan Jenis Tenaga Tahun 2016 

i -
'1 Kesehatan .. I 0,2% 

Dokter Gigi Spesialis -, 0.4% 
l Dokter Gigi l 0,2% 

Keterapian Fisik 1l o, 79% 
Gizi -li;J 0,99% 

Dokter Umum ,,,,;~ 2,58% 
Nakes Lainnya ··b;,,~,q 5,36% 

Kefannasian b~.c;bj 3,57% 
Dokter Spesialis ·L"'·'·;,,;,;! 5,36% 

Keteknisian Medis -('"..,< ;. .• ,J 0,60% 
Kebidanan L~~-""'''·j 7,14% 

- - - I 
' i 
' 

Ke~erawatan i-,;t_,...,·:£~,.;-..;~.;c'-,.,..:_.,, .• --~:.::-..;·;..o.:.,.:. __ .~.....,. ......... ,~"'~-'i;:;"-u,.;,';-;.~ • .-.~:,;;,..; ·- ,:o..;.J 33,73% 

I Nc n Na<e; L . ''"£''~'""'"''·• ·' --••""-"'• .,,,, ..... ·= =~---:="•'·". ·ccc-,~c~=.d 41,07% 

Sumber : Profit RSUD Sf 2016 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Tabel4.6. Data Ketenagaan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

Per 31 Desember 2016 

Jenis Tenaga Jumlah % 

Keperawatan 170 33,73 

NonNakes 207 41,07 

Kebidanan 36 7,14 

Keteknisan E1ektromedik 3 0,60 

Dokter Spesialis 27 5,36 

Kefarmasian 18 3,57 

Nakes Lainnya 16 3,17 

DokterUmum 13 2,58 

Gizi 5 0,99 

Keterapian Fisik 4 0,79 

Dokter Gigi 1 0,20 

Dokter Gigi Spesialis 2 0,40 

Kesehatan Lingkungan 1 0,20 

Kesehatan Masyarakat 1 0,20 

Total 504 100 

Sumber : Projil RSUD Sf 2016 
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Pada tahun 2016 jenis ketenagaan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan 

Bun meliputi non tenaga kesehatan sebanyak 41,07% dan tenaga kesehatan 

58,93%. Tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan 33,73%, tenaga 

dokter, dokter gigi dan dokter spesialis sebanyak 8,54% dan tenaga kebidanan 

7,14%. 

Fungsi pernberian inforrnasi layanan kepada peserta JKN dilakukan oleh 

berbagai tenaga di rumah sakit, mulai dari petugas pendaftaran, tenaga perawat 

yang ada di ruang perawatan, tenaga dokter dan dokter spesialis serta tenaga 
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lainnya Selain itujuga pemberian infonnasi layanan melalui brosur/leaflet, stand 

banner, yang disediakan di tempat pendaftaran, poliklinik, IGD dan ruang 

perawatan. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Penelitianjuga dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten y~g 

beralamat di n. Sudinnan,SH. Pangkalan Bun. 

Visi dan Misi BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu 

pada Visi dan Misi BPJS Kesehatan Pusat tahun 2016-2021, yaitu: 

a. Visi: 

Terwujudnya jaminan kesehatan (JKN-KlS) yang berkualitas dan 

berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 

berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan 

yang handal, unggul dan terpercaya. 

b. Misi: 

I) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi 

layanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem 

kerja yang efektif dan efisien. 

2) Memperluas kepesertaan JKN KIS mencakup seluruh penduduk 

Indonesia paling lam bat 0 I Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan 

dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi 

masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 
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3) Menjaga kesinambungan program JKN KIS dengan mengoptimalkan 

ko!ektabilitas iuran, sistem pembayaran, fasilitas kesehatan dan 

pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. 

4) Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 

peningkatan kerjasama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 

komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 

5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM 

yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, proses bisnis dan 

manajemen risiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan 

teknologi informasi yang handal. 

c. Sasaran Strategis : 

1) Terwujudnya Jayanan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas dan 

berkeadilan. 

2) Terwujudnya cakupan semesta. 

3) Tercapainya kesinambungan programjarninan kesehatan nasional. 

4) Terwujudnya jaminan kesehatan nasional yang didukung oleh seluruh 

pemangku kepentingan. 

5) Terwujudnya organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

Nasional yang handal, unggul dan terpercaya. 

d. Struktur Organisasi Kantor Kabupaten 

Struktur Organisasi Kantor Kabupaten BP JS Kesehatan terdiri dari: 1) 

Kepala Kabupaten, · 2) Staf perluasan peserta dan kepatuhan, 3) Staf 

kepesertaan dan pelayanan peserta, 4) Staf penagihan dan keuangan, 5. 

Verifikator penjarninan manfaat. 
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Jumlah surnberdaya manusia pada BPJS Kabupaten sebanyak tujuh 

orang yang terdiri dari : kepala kantor 1 orang, staf kepesertaan dan 

pelayanan peserta (KPP) 1 orang, verifikator penjaminan manfaat 2 orang, 

dan 1 orang pegawai tidak tetap (P1T) sebagai relationship officer, serta 

tenaga outsourcing cleaning sevice dan satpam masing-masing 1 orang. 

e. Kegiatan lmplementasi Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah 

melalui pemberian penjelasan langsung, brosur/leaflet oleh petugas 

pendaftaran, selain itu juga tersedianya stand banner dan spanduk di tempat 

pendaftaran. 

Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan 

Kabupaten adalah melalui forum komunikasi pemangku kepentingan utama, 

forum kemitraan, pemberian informasi langsung, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) serta sosialisasi kepada tokoh masyarakat. 

Pada tahun 2017 kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pertemuan 

dengan tokoh masyarakat sebanyak tujuh kali di wilayah empat 

kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Kumai (desa Kumai Hulu) satu kali. 2) 

Kecamatan Pangkalan Lada empat kali (Kecamatan Pangkalan Lada 

sebanyak tiga kali dan desa Kadipi Atas satu kali). 3) Kecamatan 

Kotawaringin Lama (desa Riam Dorian) satu kali. 4) Kecamatan Arut 

Selatan (Kelurahan Madurejo) satu kali. 
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B. Basil Penelitian 

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan teknik purposive 

terhadap narasumber kunci yang memiliki informasi penting di RSUD Sultan 

lmanuddin Pangkalan Bun. Wawancara dilaksanakan kepada informan 

Direktur RSUD Sultan Imanuddin, dokter dan dokter spesialis sebanyak 7 orang 

serta seluruh kepala ruangan perawatan, di berbagai kelas perawatan yang 

berjumlah 8 orang, dokter dan dokter spesialis sebanyak 7 orang yang 

dilaksanakan dari tanggal 5 Agustus sd tanggal 9 September 2017, sedangkan 

untuk wawancara dengan pasien yakni peserta JKN yang dirawat sebanyak 8 

orang masing-masing di ruang perawatan penyakit dalam pria (Sindur) kelas 2 

sebanyak 3 orang, di ruang perawatan bedah (Meranti) kelas 2 ada I orang, di 

ruang perawatan kebidanan dan kandungan (Bengkirai) kelas 3 sebanyak 2 orang, 

dan IGD 1 orang serta ruang perawatan VIP 1 orang, selain itu wawancara juga 

dilakukan kepada informan petugas pendaftaran pasien rawat inap dan petugas 

pembuat Surat Eligibilitas Peserta (SEP). 

Wawancara kepada informan pihak BPJS kesehatan dilakukan dengan 

Kepala Kantor BPJS Kesehatan kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 24 

Agustus 2017 pada acara Rakernis di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin 

Barat dan tanggal 28 Agustus 2017 di ruang kerjanya serta kepada petugas 

pendaftaran di kantor BPJS Kesehatan kabupaten Kotawaringin Barat. Informan 

lainnya adalah kepala Puskesmas Madurejo Pangkalan Bun. 

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data basil 

observasi langsung dengan partisipatif dan pengamatan langsung pada objek 

penelitian pada bulan Agustus 2017. Guna memperkuat substansi data basil 
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wawancara dan observasi, maka dalam penelitian ini juga dilakukan penelusuran 

terhadap dokumen, arsip, serta berbagai bahan-bahan laporan serta visualisasi 

yang ada di lokasi objek penelitian. Hasil penelitian serta fokus pertanyaan dapat 

disaj ikan sebagai berikut : 

Peneliti meminta tanggapan kepada seluruh kepala ruangan perawatan 

terkait pasien peserta JKN/BPJS Kesehatan yang dirawat di rumah sakit. NK 

selaku kepala ruangan perawatan penyakit dalarn pasien pria (Sindur), 

memberikan tanggapan dan penjelasan mengenai peserta JKN yang dirawat di 

ruangan Sindur sebagai berikut : 

"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang Sindur sekitar 80%. 
Pemaharnan pasien peserta JKN banyak pasien PBI yang hanya berhak 
dikelas III, narnun minta naik ke kelas perawatan di atasnya, tidak 
memaharni harus mengurus SEP dalarn batas waktu 3x24 jam. Pasien 
merasa ribet harus mondar-mandir. Banyaknya pasien yang kurang paharn 
terhadap aturan BPJS menjadi beban tambahan bagi petugas RSSI. Adanya 
peraturan yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan, membuat kami di 
ruangan merasa ragu-ragu untuk menjelaskan ke pasien, sehingga agar arnan 
petugas di ruangan mengarahkan pasien ke petugas BPJS untuk 
mendapatkan penjelasan yang lengkap." (wawancara, 8 Agustus 2017) 

Terlihat dari ungkapan petugas di atas bahwa masih banyak peserta JKN 

yang belum mengetahui prosedur mendapatkan jaminan oleh BPJS kesehatan, 

termasuk untuk prosedur pindah kelas perawatan, sehingga membebani petugas 

billing untuk menguruskan kewajiban pasien mengenai persyaratan yang 

semestinya sudah bisa dilengkapi ketika pasien dirawat di rumah sakit. Selain itu 

adanya ungkapan mengenai berbagai dinamika perubahan aturan pelaksanaan 

JKN menyebabkan keragu-ragua.• bagi petugas untuk menjelaskan kepada pasien 

mengenai hak kepesertaannya. Ini menyebabkan ketidakpastian atas pelayanan 
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JKN tersebut yang tentu saja berdampak kurang baik bagi citra pelayanan di 

rumah sakit. 

Sejalan dengan pendapat NK maka apa yang disampaikan oleh MU Kepala 

Ruangan perawatan bedah (Meranti) menyatakan bahwa: 

"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang Meranti sekitar 75%, banyak 
pasien tidak paham bahwa pembayaran iuran harus setiap bulan. Pasien 
hanya membayar lx sehingga pada waktu masuk ke RSSI mempunyai 
tunggakan dan harus mengurus supaya kartunya aktif kembali. Banyak 
Pasien merasa ribet harus bolak balik ketika pengurusan administrasi dan 
belum paharn bahwa masa aktif berlakunya kartu adalah 14 hari setelah 
mendaftar dan meminta obat-obatan paten serta tidak memahami harus 
mengurus surat jaminan/SEP dalam batas waktu 3 x 24 jam. Petugas di 
ruangan sering dibingungkan dengan aturan BPJS yang berubah-rubah, 
pasien mengira petugas RSSI yang mempersulit. Setiap perubahan yang ada 
tidak disosialisasikan, sehingga petugas ruangan disibukan untuk 
menjelaskan alur kepesertaan BPJS." (wawancara, 9 Agustus 2017) 

Berdasarkan ungkapan tersebut nampak bahwa peserta JKN belum 

sepenuhnya memahami hak atas kepesertaan JKN. Termasuk untuk prosedur 

pembayaran iuran. Ketidakfahaman peserta tersebut menyebabkan kesan bahwa 

pelayanan BPJS berbelit-belit, sehingga pasien mengira petugas rumah sakit yang 

mempersulit. Oleh karena itu perlu pemberian informasi yang lebih jelas dan 

detail, dan tentu saja ini akan menambah beban pekeljaan bagi kepala ruangan. 

Demikian pula pendapat saudara SR selaku kepala ruangan kebidanan dan 

kandungan (Bengkirai) memberikan tanggapan tentang pasien peserta JKN yang 

dirawat di ruangan tersebut, menyatakan bahwa : 

"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang Bengkirai sekitar 80-90%. 
Banyak pasien tidak tahu mendapatkan hak kelas perawatan, yang 
diketahuinya adalah mendapatkan pelayanan gratis. Banyak pasien nunggak 
pembayaran sehingga perlu mengaktifkan kartunya kembali dengan cara 
membayar tunggakan dan dendanya. Pasien yang melahirkan melalui SC 
banyak yang tidak paham bahwa bayinya harus didaftarkan ketika masih 
dalam kandungan. Karena bayi belum terdaftar sebagai peserta JKN, 
dianggap sebagai pasien umum dan membayar. 
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Kurangnya sosialisasi dari BPJS terhadap peserta JKN menjadikan beban 
tambahan bagi pegawai RSSI, tugasnya jadi dobel, memberi pelayanan 
kebidanan dan persalinan juga memberikan penjelasan terkait kepesertaan 
pasien JKN." (wawancara, 5 Agustus 2017). 

Hal yang sama diungkapkan oleh kepala ruangan perinatologi CR, 

menyatakan bahwa : 

"Pasien BPJS ada yang memahami, ada yang kurang memahami. Paling 
banyak pasien tidak memahami bahwa bayi hams didaftarkan sebelum 
bayi itu lahirkan, berlakunya 14 hari setelah didaftarkan bam bisa 
ditanggung. Jadi mereka terpaksa hams membayar. Setahu mereka setelah 
bayi lahir bam didaftarkan. Kebanyakan alasannya seperti itu. 
... Menurut saya saat mereka mendaftar, semua keluarga yang mendaftar 
hams disosialisasikan .... kalau sosialisasi dari BPJS sudah maksimal, 
tentunya kejadian-kejadian dimaksud di ruangan tidak banyak terjadi." 
(wawancara, 28 Agustus 20 17). 

Ungkapan petugas tersebut bahwa ternyata banyak pasien yang apabila 

sudah merasa membayar iuran ke BPJS Kesehatan sudah otomatis akan 

mendapatkan pelayanan gratis di rurnah sakit. Pasien yang melahirkan banyak 

yang tidak paham bahwa bayinya hams didaftarkan ketika masih dalam 

kandungan. Karena bayi belum terdaftar sebagai peserta JKN, sehingga dianggap 

pasien umum dan pasien diwajibkan membayar. 

Demikian pula apabila peserta JKN menunggak pembayaran maka 

mekanisme pemulihan kembali kartu BPJS nya juga masih banyak yang tidak 

faham caranya. Ketidakpahaman pasien terhadap batasan waktu pembuatan SEP 

juga berdampak pada pembayaran biaya perawatan yang hams ditanggung pasien 

ketika pulang. Adakalanya pasien benar-benar tidak mampu sehingga pihak 

rurnah sakit yang harus mengatasinya. 

Semen tara pendapat R W selaku Kepala ruang perawatan penyakit dalam 

pasien perempuan di Ruang Akasia, menyatakan bahwa : 
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"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang Akasia sekitar 90%, namun 
didominasi oleh pasien PBI sekitar 70%. Banyak pasien menunggak iuran 
dan pasien PBI menginginkan naik kelas perawatan. Banyak Pasien 
memahami bahwa dengan memiliki kartu BPJS mendapatkan pelayanan 
gratis, dan menganggap semua pelayanan adalah gratis. Karena banyaknya 
ketidakpahaman pasien menganggap pelayanan RSSI kurang baik, kepala 
ruangan merasa habis waktu untuk menjelaskan secara detail sehingga 
pasien tau mana yang menjadi kewenangan RSSI dan mana yang menjadi 
kewenangan BPJS. Aturan BPJS seringkali berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga membuat petugas di ruangan 
menjadi bingung." (wawancara, 9 Agustus 2017) 

Ungkapan diatas masih ada peserta JKN yang menganggap pembayaran 

hanyalah satu kali bayar saja. Sehingga banyak peserta JKN yang menunggak 

membayar iuran. Berdasarkan informasi tersebut setelah dikonftrmasi kepada 

kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten bahwa tunggakan peserta JKN 

mencapai 8 Milyar. Adanya ungkapan mengenai aturan BPJS kesehatan yang 

seringkali berubah-ubah membuat petugas di ruangan menjadi bingung 

menjadikan hambatan dalam pelayanan. 

Bagaimana tanggapan kepala ruangan di bagian VIP ? AS selaku informan 

kepala ruangan Perawatan VIP mengatakan bahwa : 

"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang perawatan VIP sekitar 75%. 
Masih banyak Penerima Bantuan luran (PBI) yang naik ke kelas VIP, 
sehingga tidak menggunakan kartu BPJS, tapi sebagai pasien umum. Pasien 
banyak yang naik kelas perawatan namun kurang paham terhadap aturan 
yang berlaku. Banyak pasien yang menunggak pembayaran iuran sehingga 
harus melunasi terlebih dahulu, dan merasa bolak-balik mengurusnya. 
Ketidakpahaman pasien menimbulkan komplain kepada RSSI. 
Ketidakpuasan pasien oleh petugas ruangan diarahkan kepada petugas BPJS 
Kesehatan selamajam kerja. Kepala Ruangan merasa terbebani jika harus 
memberikan penjelasan secara detail." (wawancara, 10 Agustus 2017). 

Kebanyakan pasien perawatan yang berada di ruang perawatan VIP temyata 

berasal dari peserta JKN yang naik ke1as perawatan. Ini mcnyebabkan perhitungan 

selisih tarif perlu di1akukan. Kenyataannya banyak pasien VIP tidak memahami 
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mekanisme selisih tarif jika naik ke kelas VIP. Sehingga adanya keluhan terkait 

besaran tarif yang diselisihkan. Adanya peserta PBI yang naik kelas perawatan ke 

kelas perawatan VIP, selain menunjukkan ketidakpahaman yang bersangkutan 

juga mengindikasikan adanya penetapan PBI yang tidak tepat sasaran. Sehingga 

kepala ruangan perawatan VIP perlu memberikan informasi yang detail dan 

merasa mendapat be ban tambahan dalam menjalankan tugasnya. 

Sejalan dengan keadaan diatas maka menarik juga diperhatikan apa yang 

dikemukakan oleh Kepala Ruang Instalasi Gawat darurat (IGD), AF menyatakan : 

"Pasien peserta JKN yang dilayani di IGD sekitar 75-80%. Pemahaman 
tentang kegawat daruratan secara medis berbeda dengan yang dipahami 
oleh pasien. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan apabila pasien 
dianggap tidak gawat darurat, diarahkan ke poliklinik dan harus membawa 
surat rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga. Hal tersebut dianggap 
menyulitkan pasien, sehingga seringkali pasien beralih sebagai pasien 
umum. Hal itu menimbulkan anggapan bahwa ketika menggunakan kartu 
BPJS, prosedurnya berbelit, sedangkan sebagai pasien umum, prosedur 
cepat. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, peserta JKN tidak bisa mengklaim 
kepada BPJS Kesehatan, namun kepada Jasa Raharja. Banyak pasien yang 
tidak memahaminya sehingga seringkali pasien komplain ke petugas RSSI." 
(wawancara, 12 Agustus 2017). 

Ungkapan tersebut dapat menggambarkan bahwa pasien JKN yang masuk 

IGD kemudian setelah pemeriksaan secara indikasi medis tidak masuk kriteria 

layanan kegawatdaruratan, maka yang bersangkutan diarahkan ke Poliklinik 

Umum. Disini mereka harus melalui prosedur rujukan, yang sudah barang tentu 

harus kembali ke pelayanan tingkat pertama (puskesmas atau dokter keluarga). 

Kondisi ini menyebabkan persepsi bahwa pe1ayanan BPJS di rumah sakit berbelit-

be lit dan anggapan hila pasien umum mendapatkan pelayanan yang cepat. 

Demikian pula apa yang diungkapkan oleh TM selaku kepala Ruang 

Perawatan Anak (Lanan), yang menyatakan bahwa : 
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"Pasien peserta JKN yang dilayani di ruang Lanan sekitar 60%. Banyak 
pasien yang menunggak pembayaran iuran, bahkan ada yang sampai 2 
tahun. Sehingga pasien merasa terbebani dan harus mengurus proses 
administrasinya. Selain itu banyak pasien yang sudah dijelaskan agar 
mengurus SEP paling Jambat 3 x 24 jam, namun melebihi waktu yang telah 
ditetapkan sehingga ketika pasien tidak mendapat jaminan. Banyaknya 
pasien yang tidak paham terkait hal tersebut di atas menimbulkan komplain 
kepada petugas RSSI, sehingga petugas RSSI harus menjelaskannya secara 
lengkap dan detail dan mengarahkannya ke petugas BPJS di RSSI pada 
waktujam kerja." (wawancara, 12 Agustus 2017). 

Berdasarkan pemyataan tersebut, temyata banyak pasien yang menunggak 

pembayaran, sehingga terasa berat untuk melunasi tunggakan tersebut. Batas 

waktu maksimal mengurus keterlambatan SEP pun tidak dipahami, sehingga 

merugikan rumah sakit karena komplain atas masalah ini ditujukan kepada rumah 

sakit. 

Banyaknya pasien peserta JKN yang tidak memahami hal-hal tersebut di 

atas juga diungkapkan oleh para dokter yang bertugas di unit layanan spesialistik, 

di antaranya dokter di unit layanan klinik spesialis kulit dan kelamin, dr.MW 

menyatakan bahwa : 

"Pasien banyak belum paham tentang beberapa hal yang dapat dilayani dan 
tidak dengan jaminan BPJS. Beberapa kasus kosmetik estetik tidak 
ditanggung BPJS, tindakan dan obat-obat tidak tersedia dalam Fomas. 
Namun pasien memaksa untuk dilayani, sehingga pasien daftar secara 
umum. Pasien ada yang menerima ada yang tidak, memaksa untuk dilayani 
dan obatnya dibeli di luar. Seharusnya sebelumnya sudah dapat pengertian 
dari BPJS, atau paling tidak dari Faskes pertama yang memberi rujukan." 
( wawancara, 23 Agustus 20 17) 

Berdasarkan penjelasan dokter spesialis di atas bahwa beberapa kasus 

kosmetik estetik tidak ditanggung BPJS Kesehatan serta tindakan dan obat-obat 

tidak tersedia dalam Fomas (Formularium Nasional) banyak tidak dipahami oleh 

pasien JKN. Obat-obat yang tidak terdaftar dalam Fomas menyebabkan dilema 
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dalam pelayanan, satu sisi pasien JKN tetap minta dilayani, sementara obat tidak 

tersedia di Fomas. Timbul masalah berikutnya yaitu, pasien membeli obat di 

apotek luar dan jadi pasien umum, sehingga berpengaruh buruk terhadap kualitas 

layanan peserta JKN. Karena pasien harus mendaftar lagi menjadi pasien umum, 

jadi terkesan panjang urusannya. 

Demikian pula menarik juga diperhatikan apa yang disampaikan oleh dokter 

yang bertugas di layanan klinik spesialis gigi ( orthodentis ), drg.ST, menyatakan 

bahwa: 

"Pasien BPJS yang dirawat di Poli Gigi 80%. Sebagian besar pasien tidak 
paham proses yang harus dijalani. Pasien datang dengan diagnosa yang 
berbeda, dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari yang sama, karena klaim 
untuk satu diagnosa Kewajiban menjelaskan adalah BPJS, harusnya 3 
komponen : peserta, BPJS dan pemberi pelayanan mempunyai peranan 
yang seimbang. Jangan hanya BPJS menerima pendaftaran dan 
pembayaran, tapi juga penjelasan bahwa RS mempunyai keterbatasan. Kita 
sudah menerima pasien, memberi pelayanan tindakan, harus masih 
menjelaskan administrasi BPJS. Pasien harapannya sudah tinggi, setelah 
sampai di RS kecewa. Kita menerirna pasien berbeda-beda, yang ditanyakan 
sama." (wawancara, 26 Agustus 2017). 

Ungkapan dokter spesialis gigi yang menyatakan seharusnya BPJS 

Kesehatanjangan hanya menerima pendaftaran saja, mesti seimbang dengan tugas 

memberikan penjelasan mengenai prosedur dan hak peserta JKN. Petugas 

kesehatan sudah menerima pasien, memberi pengobatan dan masih harus 

menjelaskan masalah administrasi. Rata-rata pasien JKN yang datang ke rurnah 

sakit memiliki harapan yang tinggi. Namun karena ketidaktahuannya dengan 

mekanisme pelayanan, jadi kecewa. Hal ini nampaknya menjadi tanggapan yang 

memerlukan solusi dari mekanisme koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Rumah 

sakit. 
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Pendapat yang dikemukan oleh dokter di Poliklinik Ummn, yang sering 

mendapat pengalihan pasien JKN dari IGD dan kenyataannya tidak masuk dalam 

kategori gawat darurat, dr.AA menyatakan bahwa : 

"Banyak pasien BPJS belmn paham prosedur yang semestinya harus 
dilayani di Faskes pertama langsung minta dilayani di RS tanpa membawa 
surat rujukan. Dia berharap dengan kartu BPJS dapat dilayani semua. Ada 
juga sampai di RS belum membayar iuran. Seharusnya BPJS memberi tahu 
peserta BPJS hak dan kewajiban, prosedur dan apa yang bisa ditanggung 
BPJS. Ada jenis obat-obatan yang tidak dijamin seperti obat-obat stroke dan 
vitamin-vitamin." (wawancara, 26 Agustus 2017). 

Menarik untuk dicermati juga bagaimana pendapat dokter diunit layanan 

klinik spesialis penyakit dalam, dr.NW menyatakan bahwa: 

"Pasien hampir semua tidak memahami prosedur rujukan, pasien BPJS 
merasa seolah-olah dipimpong, harus lewat Faskes satu. Pasien yang tiap 
bulan harus kontrol, kan mondar mandir. Banyak tidak ngerti, banyak 
komplain, misal pasien dari luar daerah, tapi sudah pindah di Pangkalan 
Bun, rujukannya balik ke daerah asal. Sosialisasinya memang kurang, kami 
tidak pemah disosialisasi, Cuma satu tahun sekali. Kalau ada perubahan 
kami tidak tahu, malah tahunya dari pasien karena pasiennya sudah ketemu 
dengan BPJS. Obat-obat yang masuk Fomas, ada obat yang sebelumnya 
tidak ditanggung, kemudian ditanggung, sehingga harus dikembalikan." 
(wawancara, 26 Agustus). 

Ungkapan dokter tersebut, bahwa sebagai tenaga pelayanan kesehatan bagi 

peserta JKN hanya menerima kegiatan sosialisasi setahun sekali, sehingga 

banyak aturan mekanisme pelayanan yang sudah berubah namun petugas di 

pelayanan belum mengetahuinya. 

Demikian pula pendapat dr.US spesialis penyakit dalam, menyatakan 

bahwa: 

"Pasien BPJS yang berobat hampir 80%. Mereka kurang puas dengan 
fasilitas obat BPJS, menganggap obat yang diberikan di bawah standar, 
fasilitas dan pelayanan kurang, dibandingkan yang non BPJS. Hampir 50% 
tidak paham, kenyataan di lapangan pasien membuat kartu BPJS pada waktu 
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terdesak, misalnya mau operasi, seharusnya orang BPJS yang memberi 
sosialisasi ke masyarakat. Jadi kebanyakan setelah berobat baru mengerti 
BPJS, itupun mendapat informasi dari tenaga kesehatan yang memberi 
pelayanan baik di RS maupun praktek. karena sosialisasi dari BPJS sendiri 
kurang, tentang yang ditanggung dan yang tidak, tentang lama berlakunya 
rujukan, kapan berlakunya rujukan dari ruangan ke RS lain." (wawancara, 
27 Agustus 2017). 

Pada kesempatan yang berbeda, dr. AG dokter di layanan klinik spesialis 

mata, menyatakan bahwa : 

"Setiap hari rata-rata pasien di poli mata baik itu rawat jalan dan rawat inap 
paling banyak di rawat jalan kisaran 15 sampai 20 orang. Untuk BPJS 
sendiri itu sekitar 80%, Mereka rata-rata sudah mulai paham, karena mulai 
dari awal dia masuk sudah dijelaskan oleh petugas di pendaftaran. Saya rasa 
selama ini dengan proses yang sudah berjalan, sudah mulai lancar-lancar 
saja. Kebetulan kita punya 2 perawat mata yang siap mengantar ke meja 
BPJS. Kalau untuk BPJS perlu adanya terus memberikan sosialisasi tentang 
macam-macam atau apapun informasi tentang BPJS kepada kita-kita ini. 
Mereka ga pemah .... kita sendiri yang selama ini memahami." (wawancara, 
29 Agustus 201 7). 

Pemyataan dr.AG tersebut mengindikasikan bahwa penjelasan kepada 

pasien JKN sudah dilakukan di pendaftaran awal ketika mereka masuk ke rumah 

sakit, pasien JKN sudah banyak yang memahami terkait pelayanan di klinik 

spesialis mata, namun tetap berharap agar pihak BPJS Kesehatan perlu terus 

memberikan sosialisasi tentang macam-macam atau apapun informasi tentang 

BPJS kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. 

Tanggapan yang lebih komplek seperti yang dikemukakan oleh dokter 

spesialis bedah, dr.AS menyatakan bahwa : 

"Pasien BPJS sudah hampir 90%. Pasien BPJS sebagian besar tidak 
memahami, tidak ngerti kalau BPJS itu rujukannya harus bertahap, kalau 
kecelakaan, disangkanya ditanggung BPJS. Pasien yang akan operasi tapi 
baru membuat kartu, itu kan nunggu 14 hari lagi. Pasien yang gawat darurat, 
harus dioperasi tapi belum daftar BPJS, tapi minta ditanggung BPJS. 
Pasien menganggap keloid sebagai penyakit, waktu diklaim ke BPJS itu 
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kosmetik, sehingga tidak ditanggung BPJS. Pasien keberatan, karena sudah 
punya kartu BPJS dan bayar iuran tiap bulan, namun ketika berobat tidak 
ditanggung. Ada perubahan peraturan tidak pemah ada sosialisasi lagi." 
(wawancara, 29 Agustus 2017). 

Menarik dikaji pula pendapat ND selaku petugas pendaftaran pasien rawat 

inap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, ND menyatakan bahwa : 

"Banyak sekali pasien peserta JKN baik PBI maupun mandiri, yang tidak 
paham prosedur, hak dan kewajiban peserta JKN. Setelah ditanya ketika 
mereka mendaftar sebagai peserta mandiri di kantor BPJS, hanya diberi 
kartu dan disuruh bayar lalu pulang. Sedangkan pasien Penerima Bantuan 
luran (PBI) mendapatkannya dari ketua RT dan dijelaskan ini kartu untuk 
berobat gratis. Sebagai petugas pendaftaran banyak menerima keluhan dari 
pasien. Pasien tidak mengerti bahwa harus menbuat SEP yang waktu 
pembuatannya adalah 3x24 jam, apabila melebihi waktu tersebut pasien 
tidak mendapat jaminan dan harus membayar." (wawancara, 21 Agustus 
2017). 

Sarna halnya seperti yang diungkapkan oleh RT salah seorang petugas 

pembuat Surat Elegibilitas Peserta (SEP) menyatakan bahwa : 

"Banyak pasien yang datang tidak membawa surat rujukan dari puskesmas, 
terpaksa saya memberikan penjelasan agar kembali ke puskesmas. Banyak 
juga yang kasus kecelakaan sudah bawa rujukan dari puskesmas tapi ga 
paham kalau harus ngurus ke kantor polisi, minta surat keterangan. 
Terpaksa saya harus jelaskan, kadang mereka memahami, kadang juga ya ... 
mereka marah-marah... Saya juga menjelaskan pada ibu-ibu yang periksa 
ke poli kandungan, supaya mereka mendaftarkan bayinya. Mereka banyak 
yang ga tau .... Ya ... sebenarnya BPJS sih yang harus menjelaskannya." 
(wawancara, 7 September 2017) 

Pemyataan yang sama terkait pemahaman peserta JKN disampaikan oleh 

GM selaku petugas rumah sakit yang menangani klaim peserta JKN, menyatakan 

bahwa: 

"Pada kasus kecelakaan tunggal ditanggung BPJS, dengan membuat surat 
keterangan dari kepolisian. Sedangkan kalau lakalantas ditanggung jasa 
rahruja. Pasien merasa tidak diberi penjelasan bahwa lakalantas tidak 
dijamin. Kebanyakan di IGD bayar, pasien agak susah kalau membuat surat 
keterangan, harus ada bukti-bukti kecelakaannya. Kebanyakan peserta 
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komplain karena ketidaktahuannya. Tahunya dijamin BPJS padahal ada 
yang tidak dijamin, mendaftarkan bukan yang bersangkutan dan peserta 
mau ngurus pas sakit saja, bayamya pertama aja, timbul utang tahunya pas 
berobat. Pasien langsung ke RS tidak ke Faskes tingkat 1, banyak yang 
kecewa karena tidak dilayani di klinik rawat jalan. Yang belum mengerti 
biasanya pasien yang barn masuk. Seolah-olah RS yang diribetkan, padahal 
itu aturan BPJS. Lebih fair hila BPJS harus menjelaskan hak dan kewajiban 
A sd Z." (wawancara, 26 Agustus 2017). 

Ketidakpahaman pasien terkait kasus kecelakaan yang ditanggung BPJS 

Kesehatan ataupun yang tidak ditanggung, yang telah diungkapkan oleh kepala 

IGD, mendapatkan tanggapan yang sama dari dokter di klinik umum, dr.AA, 

petugas pendaftaran pasien rawat inap ND, petugas pembuat SEP,.RT serta GM. 

Hal ini menunjukkan bahwa pasien peserta JKN belum memahami sebagian hak 

dan kewl\iibannya. 

Lalu bagaimana tanggapan peserta JKN yang memperoleh pelayanan 

rujukan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun? Hasil wawancara peneliti 

dengan seorang pasien yang di rawat di ruang perawatan kebidanan dan 

kandungan (Bengkirai) kelas 3, SMN, yang beralamat di Jl. A.Yani Sei Rangit 

SP2 Kecamatan Kumai, menyatakan : 

"Saya Mendaftar menjadi peserta JKN diberitahu oleh tetangga, 
mendaftarnya langsung ke kantor BPJS di Pangkalan Bun. Pada waktu 
mendaftar mendapatkan kartu BPJS, yang dijelaskan oleh petugas BPJS 
adalah mengenai besamya biaya iuran sebagai peserta kelas III sebesar 
Rp.25.000 dan tempat pembayarannya di kantor pos atau ATM. Tidak 
dijelaskan secara detail tentang prosedur, hak dan kewajiban. Saya berobat 
ke RSSI untuk persalinan anak ke 3, rujukan dari puskesmas. Saya sering 
mengalami kendala ketika membayar iuran BP JS ke kantor pos a tau pun 
melalui A TM ada gangguanjaringan." (wawancara, 21 Agustus 2017). 

Alasan kurangnya penjelasan dari BPJS kesehatan mengenai cara 

pembayaran iuran nampaknya masih dirasakan oleh peserta JKN. Termasuk jika 
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mengalami gangguanjaringan di ATM. Pesertajuga merasa belum mendapatkan 

penjelasan secara detail mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. 

Pendapat seorang pasien yang dirawat di ruang perawatan penyakit dalam 

(Sindur), KDM yang beralamat di SP4 Pandu Sanjaya kecamatan Pangkalan Lada, 

menyatakan bahwa : 

"Saya mendaftar menjadi peserta BPJS diberitabu pada waktu berobat ke 
tempat praktek. dokter spesialis penyakit dalam. Karena tidak tabu cara 
mendaftar maka saya minta tolong pengurusan pembuatan kartu lewat 
kader, sekaligus untuk istri dan anak saya 1 orang. Saya bikin kartu BPJS 
sudah setabunan. Saya mendaftar kelas 2 yang iurannya lima puluh ribuan, 
dan saya bayar tiap bulan titip pada kader. Saya tidak pernah mendapatkan 
informasi dari BPJS. Saya mengerti proses/prosedur di rumah sakit, karena 
sebelumnya saya sudah pernah berobat ke Sultan lmanuddin, pada waktu 
sakit liver masuk ke UGD. Saya disurub ngurus ke BPJS." (wawancara, 15 
Agustus 2017) 

Nampaknya peserta tersebut sering berobat ke tempat praktek dokter 

spesialis penyakit dalam, sehingga oleh dokter tersebut disarankan untuk menjadi 

peserta JKN. KDM menjadi peserta JKN melalui pertolongan kader, dan 

melakukan pembayaran secara rutin juga melalui kader. Pasien ini merasa tidak 

pernah mendapatkan informasi dari BPJS Kesehatan. Namun demikian yang 

bersangkutan merasa mengetabui tentang prosedur untuk memperoleh jaminan 

BPJS Kesehatan, karena yang bersangkutan sudah punya pengalaman berobat di 

RSUD Sultan Imanuddin. 

Berikut ini hasil wawancara beberapa pasien yang dirawat di RSUD Sultan 

Imanuddin, antara lain pernyataan pasien yang dirawat di Ruang Meranti yaitu 

perawatan penyakit bedah, saudara PR yang beralamat di Kecamatan Pangkalan 

Banteng, menyatakan bahwa : 

"Saya didaftarkan menjadi peserta BPJS oleh perusahaan, hila mau berobat 
ke RS Sultan lmanuddin prosesnya terlalu panjang harus ke puskesmas dulu 
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minta rujukan. Di perusahaan saya sosialisasi BPJS sampai sekarang tidak 
ada. Saya juga tidak tahu apa yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh 
BPJS. Karena dibayar oleh perusahaan jadi tidak pemah nunggak. Setelah 
ikut aturan BPJS tidak bisa lagi berobat ke tempat praktek dokter spesialis, 
tapi harus rujukan puskesmas baru ke RS. Dulu sebelum BPJS, saya 
berobat ke dokter spesialis dan nebus obat bisa diklairukan ke perusahaan. 
Setelah ada BPJS tidak bisa lagi. Jadi obatnya yang dapat dari rumah sakit 
saj a"( wawancara, 15 Agustus 20 17). 

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa yang bersangkutan merupakan 

peserta JKN yang berasal dari sebuah perusahaan, sehingga yang bersangkutan 

tidak melakukan pembayaran secara langsung ke BPJS Kesehatan, karena 

pembayaran dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga yang 

bersangkutan tidak mengetahui berapa jumlah iuran yang dibayar setiap bulannya. 

Pengalaman pemanfaatan pelayanan yang harus melalui rujukan dulu ke 

puskesmas dianggapnya juga mengurangi kualitas dan kemudahan layanan bagi 

peserta JKN dibandingkan bukan peserta JKN. 

Pernyataan pasien yang dirawat di Ruang Perawatan Kebidanan dan 

kandungan (Bengkirai) kelas 3, KA yang beralamat di Jl. Termili Kelurahan 

Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, menyatakan bahwa : 

"Saya mendaftar BPJS pada bulan Juni 2017, dikasih tahu kaka saya. Saya 
daftar sekalian bayi saya didaftarkan juga. Saya melahirkan di rumah sakit 
ini anak pertama. Pada waktu saya daftar di kantor BPJS saya diberi 
penjelasan syarat-syarat membuat kartunya, terus dikasih brosur. Brosurnya 
saya baca di rumah. Saya sudah bayar iuran tiap bulan ke A TM BRI, tidak 
ada masalah." (wawancara, 21 Agustus 2017). 

Berdasarkan pemyataan tersebut bahwa pasien menyatakan sudah mengerti 

tentang prosedur pelayanan, termasuk sudah memahami bahwa bayi yang didalam 

kandungannya sudah didaftarkan menjadi peserta JKN. Di samping diberi 

penjelasan oleh pihak BPJS Kesehatan pada saat mendaftar maka yang 

bersangkutan juga membaca brosur yang diberikan o1eh BPJS Kesehatan, 
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sehingga membantu memahamkan peserta atas prosedur pelayanan dan jaminan 

sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang bersangkutan juga memiliki kebiasaan 

membayar iuran secara rutin melalui ATM. 

Pemyataan pasien yang dirawat di Ruang Sindur, yaitu Ruang Perawatan 

penyakit dalam untuk pasien laki-laki kelas 2, JR yang beralamat di Jl. Padat 

Karya, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, menyatakan 

bahwa: 

"Saya mendaftar BPJS sudah 2 tahunan yang lalu, waktu saya masuk UGD 
terus dirawat di rumah sakit ini. Saya didaftarkan istri saya, katanya kelas 2. 
Say a sudah dirawat hari ketiga ini. T adi istri saya diberitahu perawat 
katanya kartunya tidak aktif karena ada tunggakan. Katanya hari ini 
terakhir harus diurus supaya bisa dijamin BPJS. Tunggakannya dua tahunan, 
ada dendanyajuga. Saya tidak paham." (wawancara, 21 Agustus 2017). 

Pemyataan pasien lain yang dirawat di Ruang Perawatan penyakit dalam 

(Sindur) kelas 2, TRZ yang beralamat di Kecamatan Pasir Putih Kotawaringin 

Tirnur, menyatakan bahwa : 

"Saya mendaftar BPJS di Sampit, didaftarkan anak saya bidan. Saya dirawat 
di RS Sultan Imanuddin ini, lagi menengok anak di Pangkalan Bun, saya 
sakit sudah dua hari. Saya paham aturan-aturannya, anak saya yang 
menjelaskan.luran BPJS anak saya juga yang membayar, jadi saya tidak 
punya masalah." (wawancara, 21 Agustus 2017). 

Pemyataan pasien yang menjalani Rawat Transit di IGD, NSM yang 

beralamat di Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun, menyatakan bahwa : 

"Saya masuk daftar ke IGD, setelah diperiksa, kata perawatnya disuruh ke 
po1iklinik. Di tern pat pendaftaran saya kasihkan kartu BP JS, disuruh bawa 
rujukan dari puskesmas. Kepala saya pusing, disuruh ke puskesmas, saya 
mau cepet diperiksa. Kata pegawai pendaftaran kalau tidak ada rujukan dari 
puskesmas, bisa diperiksa tapi harus bayar. Saya kan sudah bayar setiap 
bulan, tapi saya berobat harus bayar. Saya punya kartu BP JS sudah 1 tahun. 
Saya bikin kartu BPJS di kantor sebelah RSUD, dulu waktu saya daftar 
yang dijelaskan saya harus bayar iuran. Kartunya bisa di pake di puskesmas 
sarna rumah sakit." (wawancara, 21 Agustus 2017). 
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Bagaimana Pendapat pasien yang dirawat di Ruang VIP ? Ny.MSH yang 

beralamat di Manis Mata Wilayah Kalimantan Barat, melalui anaknya AP, 

menyatakan bahwa: 

"lbu saya menjadi peserta BPJS didaftarkan oleh saya di kantor BPJS 
Pangkalan Bun, karena akses ke Ketapang lebih jauh. Pada waktu 
mendaftar, dijelaskan aturan-aturannya oleh BPJS. Tidak ada keluhan 
terkait BPJS. Pembayaran iuran ada tunggakan 12 bulan, masalalmya 
pembayaran di manis mata sering ada gangguan. Jadi bayarnya kalau pas ke 
Pangkalan Bun Saya diberi tahu tunggakannya ada denda. Saya tahu kalau 
naik ke kelas VIP harus membayar selisihnya, tapi saya belum paharn 
aturan selisih tarifnya. Di lokasi kami akses pembayaran susah, jadi banyak 
yang daftarnya ke Kalteng, padahal lokasi di Kalbar." (wawancara, 26 
Agustus 20 17). 

lnformasi yang peneliti peroleh dari pihak Kepala Kantor BPJS Kesehatan 

Kabupaten Saudara ST, pada saat acara Rakernis di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa : 

"Di RSSI, ada petugas melayani peserta JKN mengenai informasi atas 
jarninan, tetapi hanya melayani di jam ketja. Jadi kalau datang ke rumah 
sakit datanglah pertama kali ke petugas BP JS sehingga tahu pelayanan yang 
dijamin atau tidak. Petugas pelayanan rumah sakit belum tentu tahu tentang 
tatacara pelayanan JKN, makanya terkadang banyak tidak pas. Memang 
benar salah satu tugas BPJS adalah memberikan informasi kepada peserta 
JKN itu termuat di UU 24 tentang BPJS, ada kewajiban BPJS untuk 
memberikan informasi dan menerima pengaduan. Di kantor cabang ada unit 
pelayanan peserta dan perluasan kepesertaan, anggaran mereka itu besar, di 
situ f'ungsi pemberian informasi dijalankan. Di Kantor BPJS Kabupaten, 
menjadi tugas saya. Diakui bahwa BPJS Kabupaten memang masih 
kekurangan tenaga untuk melaksanakan fungsi penyampaian informasi 
terse but."( wawancara, 24 Agustus 20 17). 

Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten 

bahwa salah satu tugas BPJS adalah memberikan informasi kepada peserta JKN 

itu termuat di UU 24 tentang BPJS, namun terkendala dengan keterbatasan 

tenaga. Berdasarkan data kepesertaan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten pada 
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tahun 2016, jumlah peserta JKN di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 

178.163 orang sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebanyak 273.761 orang. Pada tahun 2016 baru tercapai sasaran penduduk yang 

menjadi peserta JKN sebanyak 65,08%, sedangkan pada tahun 2019 target 

penduduk Kotawaringin Barat menjadi peserta JKN adalah 100% sesuai dengan 

target kepesertaan secara nasional (Universal Coverage). 

Pada kesempatan lain, terkait dengan pemyataan-pemyataan yang 

disarnpaikan oleh seluruh kepala ruangan perawatan dan para dokter spesialis 

selaku informan, peneliti melakukan wawancara dan konfirmasi pemyataan-

pernyataan tersebut kepada Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat Saudara ST, di ruang kerjanya menyatakan bahwa: 

"Kita sudah beriklan dengan media massa, soal pembayaran, soal 
tunggakan. sosialisasi masih terbatas di tokoh agama dan masyarakat, 
karena individu masyarakat belum bisa terjangkau karena keterbatasan 
waktu dan tenaga. Tokoh agama, tokoh masyarakat per kecamatan sudah 
pernah sosialisasi kerjasama dengan Kantor Perizinan, ketika ada kegiatan, 
kami ikut menyampaikan ketentuan-ketentuan. Peraturan tentang rujukan, 
pihak RS pun seharusnya bisa menjelaskan, karena bukan peraturan BPJS, 
tapi peraturan menkes dan peraturan gubemur. Banyak yang ngurusnya 
diwakili, sebenarnya tidak masalah, namun penyampaian informasinya 
terkendala. Tunggakkan sampai 8 M, banyak yang lebih dari 2 tahun, tapi 
sesuai Perpres nomor 19 tahun 2015 berapa tahun pun tunggakkannya 
maksima1 yang ditagihkan 13 bulan." ( wawancara, 28 Agustus 20 17). 

Berdasarkan infomasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor BP JS 

Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa ada satu unit organisasi yang 

bertugas memberikan informasi kepada pescrta JKN atas hak dan kepesertaannya. 

Untuk di kantor pelaksana Kabupaten Kotawaringin Barat ·tugas itu melekat 

me~adi tugas yang diberikan kepada kepala kantor pelaksana. Oleh karena itu 

fungsi ini belum bisa dilakukan secara maksimal, karena terkendala keterbatasan 
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waktu dan tenaga. Sesuai dengan struktur organisasi Kantor BPJS Kesehatan 

Kabupaten hanya memiliki beberapa orang staf yaitu: a) staf perluasan peserta dan 

kepatuhan, b) staf kepesertaan dan pelayanan peserta, c) staf penagihan dan 

keuangan serta d) verifikator penjaminan manfaat. Namun demikian Kepala 

Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan himbauan 

kepada para peserta JKN yang memanfaatkan layanan ke Rumah Sakit diminta 

untuk pertarna kali mengambillayanan dengan mendatangi Joket BPJS yang ada 

untuk meminta informasi apakah bisa memperoleh jaminan atau tidak. Sehingga 

peserta dapat informasi yang benar atas jaminan pelayanannya. Loket BPJS di 

Rumah Sakit bekeija sesuai ketentuan jam keija karyawan yakni mulai pukul 

08.00 s/d 16.00 WIB. 

Yang sering teijadi masalah adalah peserta JKN yang datang ke rumah sakit 

belum tentu langsung menuju loket BPJS Kesehatan melainkan menuju ruang atau 

poli pelayanan kesehatan sesuai rujukan yang diperlukan. Disisi lain bagi peserta 

JKN yang datang ke rumah sakit diluar jam keija sudah pasti dia akan menemui 

petugas pelayanan rumah sakit, sehingga kemungkinan mendapatkan penjelasan 

tentang konsep jaminan kesehatan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 

petugas BPJS Kesehatan. 

Kenyataan ini akan menimbulkan pemberian informasi yang tidak tepat 

karena mengenai hak dan kewajiban peserta JKN semestinya dilakukan oleh 

petugas BP JS Kesehatan, sedangkan untuk prosedur pelayanan kesehatan 

diberikan oleh petugas layanan kesehatan. Nampak bahwa disini sudah kelihatan 

adanya awal mula proses yang menyebabkan terjadinya mis informasi yang 

cenderung menyebabkan proses-proses berikutnya menjadi tidak efisien bahkan 
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terkesan panjang, berbelit-belit dan bahkan bisa keliru prosedur. Hal ini bisa 

terjadi jika informasi yang diperoleh mengenai jaminan pelayanan tidak sesuai 

dengan ketentuan penjaminan oleh pihak BPJS. Seyogyanya pihak BPJS 

Kesehatan pun memberi sosialisasi kepada petugas rumah sakit sehingga teijadi 

pemahaman yang sama dalam memberikan penjelasan kepada pasien. 

Pada kesempatan lain pene!iti melakukan wawancara dengan petugas 

pendaftaran peserta JKN di Kantor BP JS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin 

Barat DM, yang menyatakan bahwa : 

"Pada proses pendaftaran sudah dijelaskan dari awal, ada poster-poster juga. 
Masalah bayi di kandungan, biasanya sudah dijelaskan di puskesmas. Itu 
sebagian kecil saja, sudah banyak yang tahu, di kantor banyak ibu-ibu yang 
hamil mendaftar 6 bulan.Pada waktu membuat kartu dijelaskan cara 
pendaftaran, persyaratan yang wajib, dikasih brosur, ada hak, kewajiban dan 
prosedur. Kadang pesertanya dari jauh banyak yang daftar secara kolektif, 
bukan pesertanya yang ke kantor, tapi dikuasakan. Sudah disampaikan oleh 
BPJS tapi tidak disampaikan oleh yang mendaftar ke pesertanya." 
(wawancara, 26 Agustus 2017). 

Berdasarkan informasi dari petugas pendaftaran peserta JKN di Kantor 

BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat DM menyatakan sudah 

melaksanakan tugasnya memberi informasi kepada para peserta JKN yang 

mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan tentang cara pendaftaran, persyaratan yang 

wajib, prosedur alur berobat, serta pemberian brosur yang berisi hak dan 

kewajiban serta prosedur. DM menyatakan bahwa ketidakpahaman perserta JKN 

banyak yang daftar secara kolektif dan dikuasakan kepada orang lain. Sudah 

disampaikan o\eh BPJS Kesehatan tapi tidak disampaikan oleh yang mendaftar ke 

pesertanya. Pemyataan tersebut dipertegas oleh kepala Kantor BP JS Kesehatan 

ST bahwa "banyak yang ngurusnya diwakili, sebenamya tidak masalah, namun 

penyampaian informasinya terkenda\a." Selain itu juga ST menyatakan bahwa 
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BPJS sudah beriklan dengan media massa, namun sosialisasi masih terbatas pada 

tokoh masyarakat, secara individu masyarakat masih belum terjangkau karena 

keterbatasan waktu dan tenaga. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat pernah 

dilakukan per kecamatan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, 

waktu kantor tersebut ada kegiatan, BPJS Kesehatan ikut menyampaikan 

ketentuan-ketentuan. ST juga menyatakan masih mencari mekanisme sosialisasi 

di luar konvensional, mencari terobosan, masih harus dicarikan solusinya. 

Ketidakpahaman peserta JKN juga tidak semata-rnata karena kekurangan 

informasi, tergambar pada beberapa pemahaman peserta terkait peserta PBI yang 

minta naik kelas, DM menyatakan pasien pura-pura tidak paham karena sejak 

dulu PBI Jarnkesmas haknya kelas 3. Untuk kasus peserta JKN berobat ke Rumah 

Sakit sebagai pasien umum, namun ketika pulang baru menunjukkan kepemilikan 

kartunya, ST menyatakan bahwa bukan karena kurang informasi, "Biasanya 

setelah mengetahui biaya baru mengurus, macam-macam alasannya, kasuistik." 

Sarna halnya seperti yang disampaikan oleh dokter spesialis bedah "Ada juga 

pasien yang nakal, ketika sakit ikut BPJS bayar sekali, pakai BPJS berobat, habis 

itu stop. Nanti kalau saki! lagi bayar lagi, kalau sampai dioperasi kan masih 

untung." 

Berdasarkan wawancara terhadap seluruh kepala ruangan, dokter dan dokter 

spesialis serta petugas pendaftaran dan pembuat SEP, peneliti melakukan 

wawancara dengan informan Direktur RSUD Sultan lmanuddin Pangkalan Bun 

SS, menyatakan bahwa : 

"Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap pesertanya 
masih sangat minim. Dampaknya sering te!jadi konflik antara petugas RS 
atau RS dengan pasien terkait prosedur dan hak-hak pasien. Hal ini dapat 
diminimalisir jika fungsi FKTP be!jalan dengan baik. Fungsi gate keeper 
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yang seharusnya dijalankan oleh FKTP dengan menyaring pasien yang akan 
dirujuk ke FKTL belum berjalan sebagaimana mestinya Masih banyak 
FKTP yang merujuk tanpa indikasi memadai, akhimya pasien ditolak lalu 
muncul konflik dengan petugas RS. FKTP sebelum merujuk mestinya juga 
telah memberikan araban tentang prosedur, hak dan kewajiban peserta saat 
dirujuk." (wawancara, 2 September 2017). 

Berdasarkan informasi dari Direktur RSUD Sultan lmanuddin bahwa 

sosialisasi terkait prosedur dan hak-hak pasien yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan terhadap pesertanya masih sangat minim, sehingga menimbulkan 

konflik antara petugas Rumah Sakit atau antara petugas Rumah Sakit dengan 

pasien peserta JKN. Hal ini dapat diminimalisir jika fungsi FKTP (Puskesmas) 

berjalan dengan baik, termasuk sebelum merujuk FKTP memberikan informasi 

tentang prosedur, hak dan kewajiban peserta saat dirujuk ke Rumah Sakit. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala 

Puskesmas Madurejo Pangkalan Bun MH, menyatakan bahwa : 

"Sebelum dirujuk, puskesmas menjelaskan prosedur rujukan, kalau tidak 
layak dirujuk, pasien tidak akan dirujuk. Pasien belum mengerti kasus
kasus apa yang dirujuk, kalau sudah dijelaskan kadang-kadang menerima 
saja. Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan dilakukan setahun dua kali 
melibatkan Iintas sektor puskesmas dan rumah sakit. Pasien yang langsung 
berobat ke rumah sakit tidak ke puskesmas dulu, seharusnya BPJS yang 
menjelaskan. Biasanya pasien yang mandiri mendapat penjelasan, namun 
pasien yang dibayarkan oleh Pemda tidak mendapat penjelasan". 
(wawancara, 22 Januari 2018). 

Berdasarkan informasi dari kepala Puskesmas Madurejo bahwa sosialisasi 

perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Puskesmas hanya melayani pasien, jika 

tidak dapat ditangani maka akan dirujuk ke rumah sakit, dan pasien diberi 

penjelasan prosedur rujukan, sehingga bagi pasien yang dirujuk disertakan surat 

rujukannya" 
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C. Pembahasan. 

Berdasarkan basil wawancara, observasi dan studi literatur diperoleh 

gambaran bahwa praktek pemberian informasi terhadap prosedur dan proses 

pelayanan peserta JKN ketika mereka mengambil pelayanan kesebatan rujukan 

ke rumah sakit masih banyak yang belurn memiliki persepsi yang sesuai dengan 

prosedur pelayanan. Kebanyakaan pasien tidak memahami mekanisme 

penjaminan oleb BPJS Kesebatan atas pelayanan yang diperoleb di rumah sakit. 

Azas kecukupan informasi bagi peserta JKN yang semestinya diperoleb dari 

kedua pelaku utama yakni BPJS Kesebatan selaku Badan Penyelenggara yang 

bertanggungjawab atas kepesertaan dan pembiayaan dengan Rurnah Sakit selaku 

pibak Pemberi Pelayanan Kesebatan. 

Dalam Implementasi Kebijakan Jaminan Kesebatan Nasional, peserta 

memiliki peranan yang penting karena disamping sebagai objek penyelanggaraan 

Program JKN, peserta juga memiliki dimensi sentral dalam mencapai indikator 

keberbasilan tujuan program nasional ini. Implementasi Kebijakan Publik 

menurut Grindle (1980) dalam Akib 2010: 2) bahwa implementasi merupakan 

proses urnurn tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah 

ditetapkan, dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Deskripsi sederbana tentang konsep implementasi dikenalkan oleb Lane, bahwa 

implementasi sebagai konsep dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni : 

I. Implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan 

outcame, sebingga formula dari implementasi yakni meliputi; maksud, 

tuj uan, basil sebagai produk dan basil dari akibat. 
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2. Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formatur, 

implementasi, inisiator dan waktu (Sabatier,1986 dalam Akib 2010) 

rnerupakan fungsi dari kebijakan itu sendiri, basil yang dicapai dan 

dilaksanakan oleh irnplernentator dalam waktu terntentu. 

Oleb karena itu dari sudut pandang penyelenggaraan JKN yang fokus 

kepada pemahaman peserta atas bak dan kewajiban serta kernarnpuannya dalarn 

rnengetahui proses pelayanan kesehatan di rumah sakit rnerupakan salah satu inti 

dari irnplernentasi kebijakan JKN yang mana tujuan dari dilaksanakannya 

program JKN ini adalah dalarn rangka rneningkatkan derajat kesehatan 

rnasyarakat sebagairnana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesebatan Rl Nornor 

28 tahun 2014 tentang Pedornan Pelaksanaan Program Jarninan Kesebatan 

Nasional. 

Kebijakan rnenghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan 

basil keJja kegiatan pernerintah ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van 

Horn (Grindle:l980:6) bahwa tugas irnplernentasi adalah rnembangun jejaring 

yang rnemungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas 

instansi pemerintah yang rnelibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 

C.l. Analisis Implementasi Sosialisasi Program JKN yang dilakukan oleh 

BPJS Kesehatan. 

BP JS Kesebatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai koordinator 

penyelenggaraan BPJS Kesehatan Kabupaten sudah selayaknya memiliki konsep 

perencanaan dan pengernbangan program, bukan saja karena adanya amanat dari 

sebuah regulasi, namun sebagai organisasi implernentasi kebijakan memiliki 

konsep analisis irnplernntasi JKN yang rnendasarkan pada aspek komunikasi, 
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koordinasi dan pengembangan sumberdaya manusia dan struktur organisasi untuk 

bisa mencapai tujuan penyelenggaraan JKN yang ditugaskan oleh pemerintah 

kepada BPJS Kesehatan. 

Menurut Edwards III (dalam Akib 2010) terdapat empat faktor yang 

menjadi sumber masalah implementasi kebijakan, yang sekaligus merupakan pra 

kondisi bagi keberhasilan proses implemetasi yakni ; 

1) Komunikasi 

2) Sumber daya 

3) Disposisi/Sikap birokrasilpelaksana 

4) Struktur organisasi termasuk tata kerja birokrasi. 

Edward III dalam Winarno (2007: 125) mengemukakan bahwa 

implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara 

tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi (output, 

outcomes) yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi empat faktor atau varabel 

yang krusial. Keempat faktor atau variabel tersebut berpengaruh terhadap 

keberhasilan atau kegagalan implernentasi kebijakan. 

1) Kornunikasi (communication) 

Secara umum Edward III dalam Winamo (2007: 126) rnernbahas tiga hal 

penting dalam proses kornunikasi kebijakan, yaitu transformasi informasi 

(transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi 

(consistency). Kornunikasi rnerupakan persyaratan utama dalam irnplernentasi 

kebijakan yang efektif karena pelaksana kebijakan (implernentator) harus 
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memahami isi dan tujuan-tujuan kebijakan sebelum meneruskannya kepada 

pelaku (personil) kebij akan. 

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi 

juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak Jain yang 

berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

mentransmisikan informasi kebijakan ada beberapa hal yang dapat 

menghambat proses tersebut, atara Jain : Pertama, pertentangan pendapat 

antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil 

kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan 

hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. 

Kedua, informasi melewati berlapis-Japis hierarki birokrasi. Seperti kita 

ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung hierarkis, 

kondisi ini akan sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi yang 

dijalankan. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi mungkin 

dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk 

mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para 

pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga 

makna komunikasi-komunikasi yang "sebenarnya". 

Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang 

ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang 

berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang 

menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik 

tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus 
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dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut 

secara efektif dan efisien. Edward mengidentifikasi 6 faktor yang mendorong 

terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, faktor-faktor tersebut antara 

lain adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak 

mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus 

mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-maslah dalam memulai suatu 

kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan dan sifat 

pembentukan kebijakan pengadilan. 

Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang 

diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, 

target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pemberian informasi hak dan kewajiban peserta JKN merupakan 

kewajiban BPJS sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang 

BPJS. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut 

belum disosialisasikan secara baik, berdasarkan hasil wawancara dengan 

peserta JKN, petugas 1ayanan di rumah sakit serta hasi1 observasi pada 

pelayanan pendaftaran di BPJS Kesehatan Kabupaten, adalah (a) Banyak 

peserta yang memahami bahwa kewajiban membayar iuran JKN hanya cukup 

sekali pada waktu mendaftar. (b) Banyak peserta JKN yang berobat ke rumah 

sakit tidak membawa sural rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) puskesmas atau dokter keluarga. (c) Banyak pasien yang tidak 

mengetahui harus mengurus Surat Eligibilitas Peserta (SEP) ketika berobat ke 

rumah sakit, kecuali pasien yang pemah berobat di rumah sakit. (d) Peserta 

JKN tidak memahami bahwa tidak semua pelayanan di rumah sakit dapat 
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dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

nomor 28 tahun 2014 Bah IV tentang Pelayanan Kesehatan. (e) Pasien yang 

mendaftar sendiri memperoleh penjelasan, mendapatkan brosur/leaflet, 

menyatakan memaharni JKN namun hak, prosedur dan manfaat tidak tidak 

dijelaskan secara detail. 

Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor Komunikasi 

belum efektif dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten, sosialisasi 

terkait kepesertaan JKN, berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor BPJS 

Kesehatan Kabupaten dan berdasarkan data-data pendukung bahwa sosialisasi 

hanya dilakukan mengikuti agenda sosialisasi BPJS Kesehatan Cabang 

Sampit dan berdasarkan permintaan sosialisasi dari pihak-pihak institusi 

tertentu serta kegiatan sosialisasi yang diminta oleh kelompok masyarakat 

atau pemerintah desa dan kelurahan melalui surat permintaan sosialisasi ke 

BPJS Kesehatan. Jika melihat pola implementasi sosialisasi yang dilakukan 

oleh BPJS Kesehatan Kabupaten, maka dapat dipastikan bahwa masih 

banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi sebagai peserta 

JKN. Hal tersebut akan berimplikasi pada kelancaran pelayanan di rumah 

sakit sehingga dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan di rumah sakit. 

2) Sumberdaya (resources) 

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. 

lsi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan tetapi jika 

para pelaksana (implementator) kurang sumberdaya yang diperlukan untuk 

melaksanakan isi kebijakan, maka implementasi pun cenderung tidak beijalan 
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efektif. Sumberdaya tersebut meliputi : staf, anggaran, fasilitas-fasilitas dan 

wewenang. 

Menurut Edward III dalarn Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut 

meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya 

peralatan dan sumberdaya kewenangan. 

a) Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yangmempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalarn Widodo 

(2010:98) menyatakan bahwa "probably the mostessential resources in 

implementing policy is staff'. Edward III dalarn Widodo (2010:98) 

menarnbahkan "no matter how clear andconsistent implementation order 

are and no matter accurately theyare transmitted, if personnel 

responsible for carrying out policieslack the resources to do an effective 

job, implementing will not effective" 

b) Sumberdaya Anggaran 

Edward III dalarn Widodo (2010:100) menyatakan dalarn 

kesimpulan studinya "budgetary limitation, and citizen oppositionlimit 

the acquisition of adequate facilities. This is turn limit thequality of 

service that implementor can be provide to public" .Menurut Edward III, 

terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan 

yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.Edward III 

dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "new towns studies 

suggest that the limited supply of federal incentiveswas a major 

contributor to the failure of the program". Menurut Edward III, 
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terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan 

penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward Ill dalam 

Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya 

anggaran akan mempengarubi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, 

keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan 

rendah. 

c) Sumberdaya Peralatan 

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa 

sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk 

operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, 

tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan 

pe1ayanan dalam implementasi kebijakan.Edward III dalam Widodo 

(2010:102) menyatakan :Physical facilities may also be critical resources 

inimplementation. An implementor may have sufficient staff, 

mayunderstand what he supposed to do, may have authority toexercise 

his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even 

green space implementation willnot succeed. 

d) Sumberdaya Kewenangan 

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut 

Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: 

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri 

yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam 
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melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika 

mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera 

diselesaikan dengan suatu keputusan.O!eh karena itu, Edward III dalam 

Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utarna kebijakan harus 

diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk 

melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala Kantor BPJS Kesehatan 

Kabupaten dan data-data pendukung basil observasi bahwa faktor sumberdaya 

manusia yang melaksanakan implementasi sosialisasi belum maksimal, hal tersebut 

disebabkan karena keterbatasan tenaga BPJS Kesehatan Kabupaten. 

Jumlah surnberdaya manusia pada BPJS Kesehatan Kabupaten 

sebanyak tujuh orang yang terdiri dari kepala kantor 1 orang, staf 

kepesertaan dan pelayanan peserta (KPP) 1 orang, veriftkator penjaminan 

manfaat 2 orang, dan 1 orang pegawai tidak tetap (PTT) sebagai relationship 

officer, serta tenaga outsourcing cleaning sevice dan satpam masing-masing I 

orang. 

Jumlah staf dalam implementasi kebijakan sangat menentukan, di 

samping juga harus memiliki kecakapan dalam pelaksanaan kegiatan. Kasus 

rendahnya pelayanan birokrasi di Indonesia salah satu karena rendahnya mutu 

surnberdaya manusia. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan 

dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau 

banyak pembaharuan. 

Jika melihat sumberdaya manusia pada BPJS Kesehatan Kabupaten, 

maka dapat dipastikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

mendapatkan sosialisasi sebagai peserta JKN. Berdasarkan data kegiatan 
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sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten pada tahun 2017, dari 

enam kecamatan yang ada, baru empat kecamatan yang telah dilaksanakan 

sosialisasi melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat sebanyak tujuh kali, 

yaitu : I) Kecamatan Kumai (desa Kumai Hulu) satu kali. 2) Kecamatan 

Pangkalan Lada empat kali (Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak tiga kali 

dan desa Kadipi Atas satu kali). 3) Kecamatan Kotawaringin Lama (desa 

Riam Durian) satu kali. 4) Kecamatan Arut Selatan (Kelurahan Madurejo) 

satu kali. 

Dari segi sumberdaya anggaran, ketersediaan anggaran operasional 

BPJS Kesehatan Kabupaten menginduk pada kantor cabang BPJS Kesehatan 

Sampit. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa 

terbatasnya sumberdaya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas 

pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. 

Terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasi!an 

pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan 

optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan 

rendah. 

Kewenangan yang cukup untuk mernbuat keputusan sendiri yang 

dirniliki oleh suatu lernbaga akan rnernpengaruhi lernbaga itu dalam 

rnelaksanakan suatu kebijakan. lrnplernentasi sosialisasi dan ketersediaan 

anggaran yang rnenginduk pada kantor cabang BPJS Kesehatan Sarnpit, 

rnembatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh BPJS Kesehatan 

Kabupaten. 

3) Disposisi (dispositions) atau sikap 
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Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) 

dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh 

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III 

dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi 

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana 

(implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka 

juga harus mempunyai kamauan untuk me1aksanakan kebijakan tersebut. 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam 

implementasi kebijakan terdiri dari: 

a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan hila 

personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 

pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan 

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 

kepentingan warga masyarakat. 

b) lnsentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 

Pada dasamya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 

tindakanpara pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan 

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang 

43358.pdf



150 

membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

Faktor Disposisi dalam implementasi sosialisasi program JKN masih 

kurang, berdasarkan basil wawancara dan observasi serta data pendukung 

bahwa BPJS Kesehatan Kabupaten sebagai pelaku utama kebijakan di 

Kabupaten tidak menyusun rencana kerja tahunan tentang implementasi 

sosialisasi di berbagai level kelompok masyarakat, kegiatan tahunan terkait 

pengembangan teknis operasional, data capaian kineija sosialisasi program 

JKN, serta data capaian kineija koordinasi lintas sektor dalam sosialisasi 

JKN, ataupun menyusun laporan evaluasi capaian kinerja sosialisasi 

program JKN. Rencana keija tahunan dan laporan evaluasi capaian kineija 

sosialisasi program JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatn Cabang Sampit. 

Hal tersebut belum sesuai dengan amanat Perpres Nomor: 19 tahun 

2016 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 43A yang menyatakan bahwa (ayat 1): 

BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasional sistem pelayanan 

kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. (Ayat 2): 

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (Ayat 3) : Dalam 

melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS 

Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/lem bag a terkait. 

Berdasarkan ketentuan tersebut pihak BPJS Kesehatan memiliki tugas 

untuk menyusun agenda koordinasi pada setiap level organisasi guna 
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menyusun dokumen perencanaan program dan pengembangan sebagai to1ok 

ukur kineJja manajemen dan imp1ementasi kebijakan UU nomor 24 tahun 

2011 yang mengatur tentang hak dan kewajiban BPJS. 

4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure) 

Menurut Edwards III da1am Winamo (2007:150) terdapat dua 

karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure 

(SOP) dan fragrnentasi". Menurut Winarno (2007:150), "Standard 

operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal 

akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam 

organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo 

(20 10: I 07) menyatakan bahwa :demikian pula dengan jelas tidaknya standar 

operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur 

pe1aksanaankebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, 

dantangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di 

antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan 

keberhasilan irnplementasi kebjakan. Namun, berdasakan hasil penelitian 

Edward III dalam Winamo (2007:152) menjelaskan bahwa:SOP sangat 

mungkin dapat menjadi kendala bagi irnplementasi kebijakan baru yang 

membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan 

membutuhkan perubahan da1am cara-cara yang lazim dalan1 suatu organisasi, 

semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. 

Edward III dalam Winamo (2007:155) menjelaskan bahwa 

"fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakankepada 
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beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III 

dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:struktur birokrasi yang 

terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya 

komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. 

Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan 

koordinasi yang intensif'. 

Faktor struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi 

sosialisasi program JKN adalah belum adanya unit pelaksana sosialisasi pada 

struktur organisasi BPJS Kesehatan Kabupaten yang dilengkapi dengan 

sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang cukup. 

Dalam penyelenggaraan JKN komunikasi antara BPJS Kesehatan dan 

Rumah Sakit merupakan faktor penting dalam implementasi program. 

Berdasarkan kaidah para pelaku JKN maka antara BPJS kesehatan, Rumah Sakit 

dan peserta terikat dalam jaringan kineija program yang salah satu bentuk 

realisasinya adalah komunikasi penyelenggaran JKN, atas dasar kontrak keija 

yang telah disepakati serta berorientasi pada tercapainya tujuan penyelenggaraan 

JKN itu sendiri. 

Komunikasi antar organisasi mutlak diperlukan untuk memperkecil 

kesenjangan informasi dan meningkatkan sinergi, karena begitu kompleknya 

permasalahan yang dihadapi oleh fihak rumah sakit atas berbagai masalah akibat 

kurangnya informasi yang diterima oleh peserta JKN dalam menggunakan haknya 

di pelayanan rujukan. Saluran komunikasi yang bisa menjadi solusi atas berbagai 

hambatan teknis dan hambatan administrasi pelayanan kesehatan bagi peserta 

JKN di rumah sakit sebagai bagian dari proses administrasi pelayanan publik. 
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Dalarn teori komunikasi organisasi, disebutkan bahwa komunikasi adalah 

suatu proses karena komunikasi merupakan suatu seri kegiatan yang terus 

menerus (Ari M, 2009: 19), sehingga dengan adanya kontrak keJjasarna antara 

BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit maka proses komunikasi antar instansi ini 

perlu dilakukan proses yang terus menerus, bukarmya berhenti kemudian beJjalan 

sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi. Karena sangat mungkin dalarn 

prakteknya masih banyak masalah yang belum terselesaikan, bahkan naskah 

keJjasarna itu sendiri memunculkan masalah dalarn pelaksanaannya, Sehingga 

perencanaan dan pelaksanaan program komunikasi perlu direalisasikan secara 

berkala. 

Kewajiban koordinasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan menjadi 

instrumen agar setiap ada perubahan regulasi dan ketentuan operasional bisa 

secara cepat dilakukan penyesuaian, jangan sarnpai pelaksanaan kegiatan 

pelayanan kesehatan di lapangan ketinggalan dengan perubahan regulasi yang 

justru menjadi dasar pelaksanaan di lapangan. Ungkapan yang disarnpaikan oleh 

seorang dokter spesialis bedah dan dokter spesialis penyakit dalarn di rumah sakit, 

seringnya perubahan aturan dan tidak tersarnpaikan pada tataran klinik pelayanan 

kesehatan di rumah sakit setidaknya mengindikasikan bahwa ada harnbatan 

komunikasi yang selarna ini teJjadi antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit 

secara pengorganisasiannya. 

Berdasarkan observasi, ketiadaan unit keJja yang fokus terhadap masalah 

komunikasi dan koordinasi pada Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat menjadi indikasi fungsi ini tidak dapat dijalankan dengan 

maksimal. Sehingga dari sisi implementasi kebijakan ini menjadi masalah yang 
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harus diatasi. Karena Komunikasi merupakan salah satu hal penting pra kondisi 

untuk sebuah implementasi kebijakan ( Akib, 20 I 0). 

Minimnya informasi termasuk salah satu masalah yang dikemukakan oleh 

pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap sosialisasi 

penyelenggaraan JKN sangat mengidikasikan terjadinya mis-informasi khususnya 

bagi penyelenggara yang pasti juga berdampak pada minimnya pengetahuan BPJS 

Kesehatan bagi peserta. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan akses 

masyarakat peserta khususnya pada layanan rujukan yang tentu lebih komplek 

baik dari sisi prosedur dan jenis pelayanan yang lebih bervariasi. 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Madurejo 

Pangkalan Bun bahwa implementasi sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan Kabupaten hanya dilakukan setahun dua kali dengan melibatkan lintas 

sektor puskesmas dan rurnah sakit. Tentu saja frekuensi sosialisasi tersebut belum 

mernadai untuk dapat memberikan informasi kepada seluruh sasaran sosialisasi 

baik tenaga kesehatan maupun peserta JKN. 

Berdasarkan hasil penelitian Marlia Safitri (20 15), implementasi sosialisasi 

JKN di Kota Bandar Lampung bahwa sosialisasi masih sangat minim karena 

komunikasi langsung hanya melalui puskesmas, sedangkan kecamatan dan 

kelurahan hanya berperan dalam pendistribusian kartu JKN bagi masyarakat yang 

tergolong Oenerima Bantuan luran (PBI). Sosialisasi yang minim tersebut 

mengakibatkan masyarakat tidak memahami program JKN mengenai konsep 

JKN, sistem pendanaan, kepesertaan, manfaat dan tatacara pelayanan sehingga 

berdarnpak terjadinya kebingungan pada masyarakat, pernahaman yang berbeda

beda dan menganggap program JKN adalah gratis. 
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C.2. Analisis Kebijakan pemberian informasi yang diberikan oleh RSUD 

Sultan Imanuddin kepada Peserta JKN 

Ungk:apan yang disampaikan oleh kepala ruang perawatan kandungan dan 

kebidanan, serta kepala ruangan perawatan penyakit dalam pasien pria (Sindur) 

yang menyatakan bahwa banyaknya pasien yang kurang paham terhadap aturan 

BPJS kesehatan menjadi beban tambahan bagi petugas rurnah sakit. Behan 

tambahan ini dikhawatirkan akan mempengaruh kualitas pelayanan rurnah sakit 

kepada peserta JKN yang pada akhimya juga akan mengganggu aspek pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan JKN tersebut. 

Hal ini sangat mendasar mengingat Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) yang dise!enggarakan melalui mekanisme asuransi sosial 

yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem 

asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh Pemerintah, dengan memperhatikan pertautan antara 

berbagai unsur-unsur penyelenggaraan JKN yang meliputi : 1) Regulator, 2) 

Peserta Program JKN, 3) Pemberi Pe!ayanan Kesehatan dan 4) Badan 

Penyelenggara. 

Fakta yang diperoleh dari penelusuran Dokumen Petjanjian Ketja Sarna 

antara Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan pihak BPJS 

Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta 

Program Jaminan Kesehatan, tidak ada klausul yang secara jelas menyatakan 

siapa yang bertugas memberikan informasi kepada peserta JKN terkait proses dan 
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segala yang bersinggungan dengan pelayanan peserta JKN, tennasuk fonnularium 

obat, karena menyangkut ketersediaan obat bagi pasien, demikian pula terhadap 

isi kerjasama yang memuat tentang mana layanan yang bisa dijamin oleh BPJS 

Kesehatan serta mana yang tindakan pelayanan yang tidak ditanggung. Tanggung 

jawab yang tennuat dalam perjanjian keljasama tersebut ada di Pasal IV ayat 2 

butir d yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama dalam hal ini BPJS Kesehatan 

bersama-sama Pihak Kedua dalam hal ini Rumah Sakit, melakukan sosialisasi 

prosedur pelayanan, tata cara pengajuan klaim, kepada pihak yang 

berkepentingan. Kontek melakukan sosialisasi secara bersama-sama belum 

ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk pelaksanaan dilapangan. Hal ini 

bertentangan dengan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward dalam 

Budi Winarno (2016:157) disebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan 

diperlukan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang konsisten agar kebijakan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Disamping itu harus adanya kejelasan terhadap 

kebijakan yang harus dilakukan agar memudahkan pemahaman para pelaksana 

kebijakan. 

Belum adanya kejelasan tentang petunjuk teknis untuk pedoman 

pelaksanaan di lapangan sehingga menyebabkan para petugas di rumah sakit 

tidak memiliki kewenangan yang jelas infonnasi mana yang bisa disampaikan 

kepada peserta JKN sebagai pedoman baku untuk sosialisasi JKN. Kondisi ini 

bisa memicu munculnya salah penafsiran bagi peserta ketika masuk ke rumah 

sakit sehingga sangat wajar jika kebanyakan pasien belum paham prosedur 

pelayanan, mengingat tidak ada kepastian tugas dalam memberikan informasi 

kepada Peserta JKN yang dalam hal ini menjadi inti dari pelaksanaan PeJjanjian 
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Kerjasama tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan Teori Implementasi 

Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hom (Grindle:l980:6) 

bahwa tugas implementasi adalah membangun jejaring yang memungkinkan 

tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang 

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 

Tujuan secara umum diselenggarakannya JKN oleh BPJS Kesehatan yakni 

sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan. Untuk itu relevansi pemberian informasi yang 

tergambar dari berbagai hasil wawancara yang diperoleh dari Pelaksana Unit 

layanan rujukan bagi peserta JKN di rumah sakit merupakan gambaran terhadap 

realisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan JKN tersebut. 

Pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta JKN 

sesungguhnya merupakan kewajiban BPJS sebagaimana dijelaskan dalam Undang 

Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) pada pasal l3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPJS 

berkewajiban untuk : 

I. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai 

kineija, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. 

2. memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang 

SJSN. 

3. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 

mengikuti ketentuan yang berlaku. 
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4. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan 

hak dan memenuhi kewajibannya. 

Demikian pula bahwa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur 

tentang hak dan kewajiban peserta antara lain : 1. Setiap peserta JKN berhak : 

a) mendapatkan nomor identitas tunggal Peserta, b) memperoleh manfaat 

pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekeijasama dengan BPJS 

Kesehatan, c) memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekeijasama 

dengan BPJS Kesehatan sesuai yang diinginkan, d) mendapatkan informasi dan 

menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam JKN. 2. Setiap 

Peserta JKN berkewajiban untuk : a) Mendaftarkan diri dan membayar iuran 

kecuali Penerima Bantuan luran (PBI), jaminan kesehatan pendaftaran dan 

pembayaran iurannya dilakukan oleh Pemerintah. b) mentaati prosedur dan 

ketentuan yang telah ditetapkan c) Melaporkan perubahan data kepersertaan 

kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pada saat pindah 

domisili, pindah keija, menikah, perceraian, kematian, kelahiran, dll. 

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh peserta BP JS Kesehatan terkait 

layanan rujukan yang dapat Iilemberikan layanan rujukan berdasarkan ketentuan 

adalah a. Klinik utama atau yang setara, b. Rumah Sakit Umum, c. Rumah Sakit 

Khusus. Baik milik pemerintah maupun swasta yang bekeijasama dengan BPJS 

kesehatan. 

Bagaimana cara peserta BPJS Kesehatan untuk memperoleh jasa layanan 

rujukan ke rumah sakit? Peserta yang dengan indikasi medis memerlukan 

pelayanan rujukan tingkat lanjutan, maka peserta harus mengurus surat rujukan 
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dari puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lain yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan gawat darurat, bencana, 

kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis. 

Prosedur yang harus diikuti oleh peserta dalam mengakses pelayanan rawat 

inap di fasilitas rujukan tingkat lanjutan (Kemenkes 2014:45) antara lain: 

a. Peserta melakukan pendaftaran ke RS dengan membawa identitas BPJS 

Kesehatan serta serta perintah rawat inap dari poli atau unit gawat darurat 

b. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum pasien pulang 

maksimal 3 x 24 jam hari kerja sejak masuk rumah sakit. 

c. Petugas RS melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta 

menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). 

d. Petugas BPJS kesehatan melakukan legalisasi SEP. 

e. Selanjutnya peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 

indikasi medisnya. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan peserta 

menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. 

Beberapa kasus salah persepsi oleh pasien peseta JKN yang masuk IGD, 

pada saat didiagnosa temyata secara indikasi medis tidak memenuhi persyaratan 

pasien dengan kegawatdaruratan maka peserta harus diarahkan ke poliklinik 

umum. Pada saat yang sama diperlukan rujukan dari Pelayanan kesehatan tingkat 

pertama, maka pasien harus kembali ke fasilitas pelayanan tingkat pertama untuk 

meminta rujukan atas kasus penyakitnya. 

Ungkapan dokter yang bertugas di poliklinik umum yang menyatakan 

bahwa banyak pasien peserta JKN yang belum paham prosedur yang semestinya 

harus dilayani di Faskes pertama langsung minta dilayani di Rumah Sakit tanpa 
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membawa rujukan. Pasien beranggapan dengan kepemilikan kartu BPJS 

Kesebatan semua layanan telah dijamin. Persepsi yang dikemukaan peserta antara 

lain karena sudah merasa membayar tapi mengapa tidak dijamin. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta JKN juga belum mengetahui secara pasti bahwa 

ternyata ada beberapa layanan di rumah sakit yang tidak semuanya dijamin. 

Artinya meskipun peserta telah memiliki kartu BPJS Kesehatan dan telah 

membayar iuran, tidak serta merta peserta JKN dapat mempero!eh jaminan atas 

pelayanan yang diinginkan. 

Berdasarkan penelusuran dokumen memang kenyataanya tidak semua 

pelayanan di rumah sakit dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 Bab IV huruf C. Manfaat 

Jaminan Kesehatan point 2 dijelaskan tentang manfaat yang tidak dijamin da!am 

program JKN meliputi : 

a. Pe!ayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana 

diatur dalam peraturan yang ber!aku. 

b. Pelayanan kesehatan yang di!akukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak 

bekeijasama dengan BPJS Kesehatan, kecua!i dalam keadaan darurat. 

c. Pelayanan kesehatan yang Ielah dijamin oleh program jaminan kecelakaan 

keija terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan keija dan hubungan 

keija. 

d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu 

lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh programjaminan 

kecelakaan lalu lintas. 

e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. 
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f. · Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. 

g. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas. 

h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi). 

i. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat 

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. 

j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, belum termasuk 

akupuntur non medis, shin she, chiropractic, . yang belum dinyatakan efektif 

berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment). 

k. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan 

( eksperimen). 

l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu. 

m. Perbekalan kesehatan rumah tangga. 

n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar 

biasa/wabah. 

o. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah 

(preventable adverse events); yang dimaksud preventable adverse events 

adalah cedera yang berhubungan dengan kesalahan!kelalaian penatalaksanaan 

medis termasuk kesalahan terapi dan diagnosis, ketidaklayakan alat dan lain

lain. Kecuali komplikasi penyakit terkait. 

p. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan 

Kesehatan yang diberikan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa secara khusus 

keberadaan sura! rujukan merupakan persyaratan untuk memperoleh pelayanan di 

rumah sakit. Kenyataan yang terjadi di lapangan, dari pada pasien harus batik ke 
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puskesmas minta surat rujukan, maka akhirnya memilih untuk menjadi pasien 

umum sehingga harus membayar. Banyak pasien JKN yang tidak tertib untuk 

secara berjenjang mengikuti alur pelayanan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama ke Fasilitas Kesehatan Tingkat II, sebagaimana tercantum dalam Laman 

BPJS 2014 "Permasalahan dalam pelaksanaan JKN." 

Kenyataan di lapangan tersebut muncul persepsi bahwa temyata kalau pakai 

BPJS Kesehatan prosesnya masih panjang, dan dengan menjadi pasien umum 

maka langsung mendaftar dan memperoleh pelayanan, seolah-olah memberi kesan 

bahwa rumah sakit mempersulit dan pelayanan pasien umum lebih cepat. Fakta 

bahwa sebuah surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

merupakan persyaratan untuk memperoleh layanan tingkat lanjutan di rumah 

sakit masih banyak belum diketahui oleh peserta JKN, seperti diungkapkan oleh 

dokter klinik umum dan petugas pembuat SEP di rumah sakit. 

Perihal mengenai ketentuan pentingnya surat rujukan bagi peserta JKN yang 

akan memanfaatkan pelayanan di rumah sakit tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Rl. Nomor 28 Tahun 2014 BAB IV huruf A.Ketentuan Umum point 

5 bahwa: Pelayanan Kesehatan dilakukan secara berjenjang dimulai dari 

pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ke dua hanya 

dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari 

pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pertama, kecuali pada keadaan gawat 

darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan 

pertimbangan ketersediaan fasilitas (Kemenkes,RI.2014). Hal ini menyebabkan 
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munculnya persepsi pelayanan bagi peserta JKN memerlukan proses yang 

panjang. 

Hasil wawancara kepada petugas pelayanan di rumah sakit temyata setiap 

pasien hampir tidak mengetahui tentang pentingnya Surat Elegibilitas Peserta 

(SEP) yang harus diurus ketika masuk ke rumah sakit, kecuali pasien yang 

sebelurnnya pemah berobat ke rumah sakit. Peserta kebanyakan menganggap 

bahwa karena sudah memiliki kartu JKN maka secara otomatis ketika ke rumah 

sakit sudah pasti mendapatkan jaminan. Kenyataannya bahwa Surat Elegibilitas 

Peserta harus diurus dalam waktu 3x24 jam hari kerja. Hal ini sesuai dengan · 

salah satu isi Surat Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah 

SakitNomor: 169/KTRIVIII-07/1216 dan Nomor: RS/U.17.01.42.1.1 tanggal27 

Desember 2016, pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Surat Eligibilitas Peserta 

(SEP) adalah tanda keabsahan peserta untuk mendapatkan jaminan oleh BPJS 

Kesehatan. Dengan demikian maka jika peserta tidak mengurus SEP maka sudah 

barang tentu tidak akan memperolehjaminan dari BPJS Kesehatan atas pelayanan 

kesehatan yang diterimanya. 

Informasi yang diperoleh terkait anggapan pasien JKN apabila diberi obat 

sesuai dengan standar resep yaitu obat generik, sebagian menolak dengan alasan 

tidak sebagus obat paten. Sementara berdasarkan Formularium nasional (Fomas), 

itu adalah standar pengobatan sesuai dengan kepesertaannya dalam JKN. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan tentang Formularium Nasional yang termuat dalam 

naskah kontrak kerjasama antara BPJS kesehatan dengan Rumah Sakit pada 

pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa "Formularium Nasional yang selanjutnya 

disebut Fomas adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang 
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ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir 

berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta 

digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam Jarninan Kesehatan Nasional 

(JKN)". Dengan demikian maka pasien JKN harus mengikuti Fomas tersebut. 

Kenyataan pasien memang tidak tahu kalau Fornas ini telah diatur dalam 

ketentuan pelayanan obat bagi peserta JKN. Lagi-lagi keluhan peserta JKN 

tertuju kepada rumah sakit dan ada kesan bahwa obat bagi peserta JKN memang 

obat murahan. Untuk menyalurkan keluhan peserta JKN maka perlu diarahkan 

kepada mekanisme penanganan keluhan yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan bahwa keluhan peserta merupakan sebuah mekanisme yang 

lazim dalam penyelenggaran JKN. Adapun Prinsip Penanganan Keluhan dalam 

Penyelenggaraan JKN (Kemenkes RI; 2014) yaitu: 

I) Obyektif: penanganan keluhan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti 

yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. 

2) Responsif: (cepat dan akurat) setiap pengaduan dan permasalahan perlu 

ditangani/ditanggapi secara cepat dan tepat. 

3) Koordinatif : Penanganan keluhan masyarakat harus dilaksanakan dengan 

kerjasarna yang baik antara pejabat yang berwenang dan terkait, berdasarkan 

mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga permasalahan 

dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

4) Efektif dan efisien : penanganan keluhan harus dilaksanakan secara tepa! 

sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya. 
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5) Akuntabel : proses penanganan keluhan masyarakat dan tindak lanjutnya harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 

6) Transparan: penanganan keluhan masyarakat dilakukan berdasarkan 

mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang 

berkepentingan dapat mengetahui perkembangan tindak lanjutnya. 

Dengan demikian maka mekanisme keluhan yang muncul di unit layanan 

Rumah Sakit sepanjang itu menyangkut masalah hak dan kewajiban pasien maka 

itu merupakan tanggungjawab BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan 

mengenai tata penyampaian keluhan tersebut. 

Ungkapan dokter spesialis kulit dan kelamin mengenai seringnya konflik 

antara dokter dengan pasien berujung pada keinginan pasien untuk pelayanan 

sesuai keinginannya dan mengabaikan prinsip-prinsip penyelengaraan JKN. Oleh 

karena itu setiap peserta sudah harus mendapatkan informasi tentang prinsip

prinsip tersebut sehingga memiliki persepsi yang sama dimungkinkan mampu 

mengurangi sikap konflik antara peserta dengan petugas. Karena pemberian 

informasi tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan JKN ini bisa memberikan 

pengetahuan kepada peserta. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan J arninan Kesehatan 

Nasional (JKN) yaitu : I. Kegotongroyongan, 2. Nirlaba, 3. Keterbukaan, kehati

hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, 4. Portabilitas, 5. Kepesertaan 

bersifat wajib, 6. Dana amanah dan 7. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial. 

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar

besamya kepentingan peserta. 
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Ungkapan dokter spesialis bedah yang menyatakan bahwa peserta JKN 

memiliki persepsi bahwa kalau menjadi pasien BPJS Kesehatan itu pasti dinomor 

duakan, kurang diperhatikan. Kenyataannya berbeda, karena setiap pasien BPJS 

Kesehatan pasti dilayani, kecuali administrasinya tidak lengkap. Kebanyakan 

pasien bingung masalah administrasi. Kemudian petugas rumah sakit menyuruh 

pasien untuk bertanya ke loket BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit Namun 

banyak juga terjadi perubahan aturan yang tidak diikuti dengan sosialisasi. Tugas 

dokter di rumah sakit melayani kesehatan pasien, namun sering dalam kondisi 

terpaksa harus menjelaskan masalah adminitrasi, inilah yang dirasa membebani 

dokter. 

Kenyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Edwards 

bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan 

implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasinya yang salah 

bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Disamping itu juga 

terjadinya pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini akan menimbulkan 

hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. 

Peserta JKN minta dilayani, karena salah persepsi pasien atas pelayanan 

yang semestinya tidak ditanggung namun pasien ngotot minta ditanggung. 

Relevan dengan kondisi tersebut beberapa pasien JKN yang sedang mejalani 

perawatan di Rumah Sakit menyatakan bahwa sebagian dari mereka didaftarkan 

menjadi peserta JKN oleh orang lain, di antaranya oleh salah seorang dari 

keluarganya atau melalui kader kesehatan demikian pula cara membayamya. 
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Sehingga peserta tidak pernah memperoleh informasi langsung dari pihak: BPJS 

Kesehatan, termasuk: mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. 

Sering kali Peserta mengetahui prosedur mengenai proses rujuk:an dan 

mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan karena telah mengalami dirujuk ke 

rumah sakit. Artinya apa? setelah mengalami berbagai kebingungan dan 

kesalahan prosedur akibat ketidaktahuannya mengenai cara penggunaan kartu 

JKN, dan setelah dibantu oleh petugas rumah sakit akhimya peserta punya 

pengalarnan tentang tatacara penggunaan kartu JKN jika berobat ke rumah sakit. 

Hal ini relevan dengan apa yang dikemuk:akan oleh dokter spesialis bedah, 

yang selama ini harus menjelaskan masalah administrasi peserta BPJS kesehatan 

yang masuk: di klinik bedah. Sehingga dokter spesialis merasa mendapat tugas 

tambahan untuk: menjelaskan masalah prosedur administrasi dalam melengkapi 

persyaratan untuk: masuk: ke Jayanan, yang semestinya ini tugas dari BPJS 

Kesehatan. 

Fakta lain ada peserta yang memiliki tanggapan bahwa dengan masuk 

sebagai peserta BPJS Kesehatan mereka menjadi dibatasi akses ke pelayanan 

kesehatan. Peserta dari perusahaan juga tidak pernah mendapat penjelasan 

langsung mengenai mekanisme pelayanan sebagai peserta JKN Perusahaan, mana 

yang ditanggung dan mana yang tidak ditanggung. Berdasarkan hasil wawancara 

bahwa peserta JKN yang dari perusahaan setelah ada BPJS Kesehatan tidak boleh 

lagi langsung ke tempat praktek dokter spesialis. Kalau mau ke dokter spesialis di 

rumah sakit harus membawa rujukan dari puskesmas. Ada yang dikeluhkan 

bahwa kalau ke tempat praktek dokter swasta khususnya dokter spesialis, 
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beranggapan bahwa obatnya bagus-bagus, namun kalau berobat ke rumah sakit 

obatnya ya apa adanya. 

Hal ini dapat dimengerti karena kalau berobat ke tempat praktek dokter 

swasta sebelum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan maka pola 

pengobatannya adalah model klaim. Pasien ketika berobat, meminta obat sesuai 

keinginannya termasuk vitamin-vitamin, bam kemudian dimintakan penggantian 

ke pihak perusahaan. Hal ini berbeda jika menggunakan aturan BPJS Kesehatan, 

maka semua pelayanan kesehatan hams dilayani secara beJjenjang, sebagaimaua 

dijelaskan dalam ketentuan Pelayanan Kesehatan Bah IV huruf A. Ketentuan 

Umum point 4 dari Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 28 tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa : Pelayanan Kesehatan dalam program JKN diberikan secara 

beJjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan 

kendali biaya. 

Beberapa pasien JKN yang melakukan pendaftaran sendiri tanpa 

mewakilkan, menyatakan bahwa pejelasan oleh pihak BPJS Kesehatan seringkali 

hanya menyangkut kewajiban membayar iuran, yang meliputi cara dan tempat 

pembayaran. Sehingga penjelasan mengenai hak dan bagaimana prosedur 

penggunannya tidak dengan jelas diberikan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini 

diungkapkan oleh peserta yang merasa hams membayar ketika berobat ke rumah 

sakit, karena tidak memenuhi kewajiban membawa surat rujukan, dan pasien 

pasien tersebut meminta agar langsung dapat dilayani maka dia mendaftar 

sebagai pasien umum, akibatnya harus membayar tunai. Lalu apakah yang 

diungkapkan oleh peserta JKN tersebut? mereka berkesimpulan bahwa sudah 

membayar setiap bulan ke BPJS Kesehatan tapi pada saat berobat harus 
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membayar juga. Sangat disayangkan bahwa peserta yang tidak memperoleh 

penjelasan yang memadai justru akan membuat dirinya kesulitan dalam 

penggunaan kartu JKN khususnya untuk memperoleh layanan di rumah sakit. 

Disamping itu juga akan memberikan persepsi negatif terhadap JKN dan citra 

pelayanan di rumah sakit. 

Pesan utama yang diperlukan oleh seseorang sebagai peserta JKN yang 

meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan di rumah sakit nampaknya 

belum tersampaikan dengan baik. Hal ini patut dicermati karena dalam teori 

komunikasi bahwa "pesan" merupakan hal vital yang hams disampaikan kepada 

si penerima pesan, sehingga petugas yang memberikan penjelasan kepada peserta 

JKN harus juga memperoleh respon terhadap pesan yang diberikan sebagai 

balikan bahwa apa yang dijelaskan telah diinterpretasikan sama oleh penerima 

pesan (M.Arni, 2009: 18). 

Berbagai permasalahan yang berbasis dari kekurang-jelasan informasi 

mengenai hak dan kewl\iiban peserta JKN juga terekam dari hasil wawancara 

peserta JKN di ruang perawatan penyakit dalam (Ruang Sindur) yang temyata 

ketika dirujuk ke rumah sakit kartunya tidak bisa diaktifkan, karena temyata 

menunggak iuran selama dua tahun. Ketika ditanyakan kepada peserta apakah 

tahu cara mengaktifkan kembali kartu JKNnya, peserta juga menyatakan tidak 

mengetahui bagaimana cara mengaktifkannya. Kenyataan tersebut sebenamya 

sudah sangat serius, karena jika pasien menunggak lebih dari 6 bulan itu masuk 

dalam kategori dihentikan hak pelayanannya. Hasil penelusuran dokumen dalam 

observasi ke Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada 

tanggal 28 Agustus 2017 ditemukan sebuah infomasi mengenai ketentuan "sanksi 
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perorangan" yang termuat dalam ketentuan Prosedur Pendaftaran bukan pekerja 

yakni bagi peseta JKN yang menunggak selama 6 (euam) bulan maka pada bulan 

ke 7 (tujuh) pelayanan akan dihentikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala 

Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa walaupun pasien 

menunggak 2 tahun atau lebih, maksimal yang ditagihkan adalah sebanyak 13 

bulan. 

C.3. Analisis tanggapan Peserta JKN 

Tanggapan sebagian besar peserta JKN yang menggunakan pelayanan 

kesehatan rujukan di RSUD Sultan Imanuddin bahwa pelayanan BPJS Kesehatan 

terkesan rumit, pasien ditolak di IGD karena bukan kasus emergency, masyarakat 

belum paham manfaat JKN, yakni mana pelayanan yang dapat dijamin dan mana 

pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal tersebut juga tercantum 

dalam tulisan "Mencoba memetakan masalah program JKN oleh BPJS 

Kesehatan" (www.mashani77.kesehatan). 

Bagaimana dengan hasil wawancara terhadap peserta yang ketika 

melakukan pendaftaran JKN di BPJS Kesehatan memperoleh penjelasan yang 

cukup, ditambah dengan pemberian brosur. Seorang pasien JKN yang dirawat di 

ruang perawatan kebidanan dan kandungan kelas 3 menyatakan bahwa baginya 

tidak ada masalah dengan JKN, tahu prosedur rujukan ke rumah sakit dan 

membayar iuran pada setiap bulan melaui ATM. Mengetahui prosedur pelayanan 

rujukan karena pemah memperoleh penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan serta 

brosur yang diberikan cukup memberikan pengetahuan terhadap peserta dalam 

melakukan pengobatan di rurnah sakit. 
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Tanggapan peserta JKN yang berasal dari Kecamatan Manis Mata luar 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, ketika dirawat di rumah sakit Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun, menyatakan bahwa secara umum tidak ada masalah 

dengan kepesertaan BPJS lintas Propinsi, hanya saja proses pembayaran iuran 

selama ini mengalami hambatan karena sulitnya jaringan ATM di wilayalmya. 

Dari sisi pelayanan di rumah sakit yang tidak difahami adalah mekanisme pindah 

kelas perawatan dari kelas satu ke kelas VIP, baik prosedur dan perhitungan 

selisih tarifnya peserta belum mengetahui. 

Mekanisme pindah kelas dan selisih tarif bagi peserta JKN yang dirawat 

di rumah sakit mengacu pada naskah kerjasama antara BPJS Kesehatan dan 

Rumah Sakit. Hal ini telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa 

Peserta JKN yang menginginkan kelas yang lebih tinggi daripada haknya, dapat 

meningkatkan haknya dengan mengikuti asurimsi kesehatan tambahan, atau 

membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya 

yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. 

Selanjutnya di ayat 7 disebutkan bahwa; bagi pasien yang menginginkan 

kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus membayar 

tambahan biaya dengan ketentuan : a. Untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap 

ke kelas 2 atau kelas I, tambahan pembayaran adalah sebesar selisih an tara tarif 

INA-CBG pada kelas rawat inap yang lebih tinggi terhadap tarif INA-CBG pada 

kelas rawat inap yang sesuai dengan haknya, b. Untuk kenaikan kelas pelayanan 

rawat inap VIP, tambahan pembayaran adalah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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Berdasarkan teori komunikasi antar pribadi maim peserta JKN mestinya 

memposisikan diri dalam kontek komunikasi yang memiliki makna saling 

ketergantungan (interdependen) dengan pihak BPJS Kesehatan. Bertemunya 

seorang peserta JKN dengan petugas BPJS Kesehatan yang memberikan 

penjelasan atas hak dan kewajiban serta prosedur penggunaan kartu JKN, 

merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang saling mengambil manfaat di 

antara kedua belah pihak (Sandjaja.SD,2014). Sehingga adanya pemberian 

informasi tersebut memang sesuatu yang merasa diperlukan oleh kedua belah 

pihak yang pada akhimya akan mempermudah untuk mencapai pengetahuan 

tentang hak dan kewajiban peserta JKN, sekaligus juga merupakan realisasi dari 

kewajiban BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya. Keberhasilan komunikasi 

sangat berpengaruh terhadap tinggi rendalmya derajat partisipasi masyarakat 

(www.uiac.id- online resources.2015). 

Munculnya kesadaran oleh peserta JKN atas pentingnya mengetahui hak 

dan kewajiban, serta prosedur pelayanan kesehatan akan berdampak pada derajat 

kepatuhan peserta, yang pada akhimya akan sangat membantu terhadap kualitas 

implementasi kebijakan JKN, mengingat faktor kepatuhan masyarakat 

merupakan prasyarat 

(Akib:2016). 

untuk mencapai tujuan Inplementasi Kebijakan 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

peneliti terhadap lmplementasi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dan Implikasinya di Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

_dapat disimpulkan sebagai berikut : 

I. Upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalam implementasi program JKN khususnya kegiatan sosialisasi terhadap 

peserta JKN masih sangat kurang, baik dari sisi mekanisme maupun 

frekuensinya, ditinjau dari Teori Model Implementasi George C. Edward III. 

2. Pemberian Informasi yang dilakukan oleh RSUD Sultan Imanuddin 

Pangkalan Bun terhadap peserta JKN, sebagai berikut : 

a. Melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), di loket 

pendaftaran lustalasi Gawat Darurat (IGD), di ruangan perawatan, di unit 

pendaftaran rawat jalan serta pada unit penerbitan Surat Elegibilitas 

Peserta (SEP). 

b. Pemasangan Stand banner tentang syarat-syarat memperoleh SEP serta 

petunjuk arah bagi pelayanan rawatjalan dan rawat inap. 

c. Pemberian informasi rnenjadi beban tambahan bagi petugas Rumah Sakit 

dikarenakan banyaknya pasien peserta JKN yang tidak rnernahami 

prosedur, hak dan kewajibanya yang sebelurnnya tidak rnernperoleh 

penjelasan dari BPJS Kesehatan. 
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3. Tanggapan Peserta JKN terhadap infonnasi layanan rujukan di RSUD Sultan 

lmanuddin Pangkalan Bun adalah sebagai berikut : 

a. Sebagian besar peserta JKN yang masuk IGD belum memahami bahwa 

tidak semua pasien yang masuk IGD pasti mendapat jaminan dari BPJS 

Kesehatan. 

b. Peserta JKN yang berobat ke rumah sakit, harus membawa surat rujukan 

dari Puskesmas atau dokter keluarga, peserta beranggapan bahwa 

prosedurnya berbelit-belit. 

c. Peserta yang melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan melalui orang 

lain atau diwakilkan menyebabkan mereka tidak tahu bagaimana prosedur 

pelayanan di rumah sakit, sedangkan yang mendaftar sendiri relatif 

memahami prosedur, hak dan kewajibannya. 

d. Kebanyakan peserta JKN juga belum mengetahui mengenai pelayanan 

yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mereka beranggapan bahwa 

bila berobat ke rumah sakit mendapatkan semua pelayanan secara gratis. 

e. Peserta JKN yang mendaftar sendiri dan pernah berobat ke rumah sakit, 

relatif memahami prosedur, hak dan kewajibaunya ketika berobat ke 

rumah sakit. 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

I. Untuk Kantor BP JS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat : 

a. Memberikan brosur/leaflet dan menjelaskan isi brosur/leaflet kepada 

peserta JKN. 
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b. Memberikan sarana pemberian informasi visual tentang kepesertaan JKN 

agar bisa diputar di RSSI-TV. 

c. Memberikan informasi kepada tenaga yang memberikan pelayanan di 

rumah sakit melalui forum komunikasi!pertemuan secara berkala. 

d. Bekeijasama dengan seluruh Puskesmas di Kotawaringin Barat agar 

peserta yang dirujuk oleh Puskesmas memiliki pemahaman yang memadai 

terkait prosedur pelayanan rujukan. 

e. Seiring dengan rencana target Universal Coverage, maka selayaknya BPJS 

Kesehatan membuat rencana operasional sosialisasi JKN pada setiap 

tahurmya. 

f. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten mengusulkan kepada kepala BPJS 

Cabang Sampit untuk membentuk unit sosialisasi pada struktur organisasi 

BPJS Kesehatan Kabupaten dan didukung dengan penempatan SDM dan 

biaya operasional. 

2. Untuk Pihak RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun : 

a. Menambah jumlah Stand banner tentang pelayanan rujukan di tempat 

pendaftaran, Poliklinik dan IGD. 

b. Meningkatkan fungsi media siaran rumah sakit dan RSSI-TV untuk 

mensosialisasikan persyaratan dan prosedur pelayanan rujukan bagi 

peserta JKN. 

c. Melakukan penyegaran informasi!pertemuan dengan mengundang pihak 

BPJS Kesehatan secara berkala. 

d. Melakukan diklat bagi petugas pemberi pelayanan agar dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan pasien rumah sakit. 
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e. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten agar dapat 

difasilitasi untuk menyarnakan persepsi bagi seluruh puskesmas tentang 

informasi pelayanan dan mekanisme rujukan bagi peserta JKN. 

3. Bagi Peserta JKN : 

a. Meminta dan membaca brosur/leaflet pada waktu mendaftar, meminta 

penjelasan kepada petugas BPJS Kesehatan mengenai hak dan kewajiban, 

cara pembayaran serta prosedur pelayanan kesehatan. Jika diperlukan 

dapat menghubungi telepon pusat informasi BPJS Kesehatan di nomor 

1500400. 

b. Meminta penjelasan pada petugas di loket BPJS di rumah sakit. 

c. Apabila berobat ke rumah sakit wajib membawa surat rujukan, dari FKTP 

(puskesmas atau dokter keluarga). 

d. Peserta yang berobat ke rumah sakit harus mengurus Surat Eligibilitas 

Peserta (SEP) dalarn waktu 2x24 jam. 

e. Wajib mengetahui bahwa tidak semua pelayanan di rumah sakit dapat di 

jamin oleh BPJS Kesehatan. 

f. Peserta JKN sebagai pelaku dalarn penyelenggaraan JKN setara dengan 

BPJS Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan, dapat membentuk 

asosiasi peserta JKN dalarn rangka memperjuangkan hak yang terabaikan 

baik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan maupun oleh rumah sakit. 
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